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Abstrak 

 

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas dengan studi kasus 

di Polresta Tanjungpinang. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta kebutuhan akan pendekatan penyelesaian perkara 

yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan 

perbaikan hubungan sosial. Urgensi restorative justice muncul karena sistem peradilan 

pidana konvensional seringkali belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, terutama pada 

kasus kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris dari 

wawancara dengan aparat kepolisian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan 

penelitian lapangan, dengan fokus pada bahan hukum sekunder serta data primer dari 

praktisi. Penelitian ini menelaah kerangka hukum, peran polisi sebagai fasilitator mediasi, 

serta tantangan praktis di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sentral sebagai fasilitator 

dalam proses musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk 

mencapai kesepakatan damai di luar proses peradilan pidana formal. Implementasi 

restorative justice di Polresta Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan lebih banyak diterapkan pada kasus 

kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil. Namun, pada kasus 

dengan korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga 

korban cenderung menuntut proses hukum hingga pengadilan. Hambatan utama dalam 

penerapan restorative justice adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk memenuhi 

tuntutan ganti rugi, proses musyawarah yang alot, serta kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang konsep dan manfaat restorative justice. Solusi yang diusulkan meliputi penyusunan 

regulasi yang lebih komprehensif, edukasi masyarakat, pelatihan khusus bagi penyidik, 

serta fasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga. Penelitian ini 

merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat 

untuk mewujudkan keadilan berimbang dan pemulihan hubungan sosial dalam penanganan 

kecelakaan lalu lintas 

 

Kata kunci:  Kepolisian, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, 

Polresta Tanjungpinang
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Abstract 
 

This research discusses the role of the Indonesian National Police in implementing 

restorative justice in handling traffic accident cases, focusing on the Tanjungpinang City 

Police as a case study. The background of the study is the high rate of traffic accidents in 

Indonesia and the need for a resolution approach that goes beyond punitive measures, 

aiming instead for the restoration of victims’ losses and the repair of social relations. The 

urgency of restorative justice is highlighted by the limitations of conventional criminal 

justice, which often fails to satisfy the sense of justice for both victims and offenders, 

particularly in cases arising from negligence rather than intent. 

The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical 

approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and empirical data collected 

through interviews with police officers. Data collection combines library research and field 

research, focusing on secondary legal materials and primary data from practitioners. The 

study systematically examines the legal framework, the role of the police as facilitators in 

mediation, and the practical challenges encountered in the field. 

The findings reveal that the police play a central role as facilitators in the mediation 

process between offenders, victims, and their families to achieve amicable settlements 

outside the formal criminal justice process. The implementation of restorative justice at the 

Tanjungpinang City Police is guided by Indonesian National Police Regulation Number 8 

of 2021 and is primarily applied to cases involving minor injuries or material losses. 

However, in cases resulting in fatalities, settlements are rare as families tend to demand 

formal legal proceedings. The main obstacles include the limited economic capacity of 

offenders to fulfill compensation demands, protracted negotiations, and a lack of public 

understanding of restorative justice. Proposed solutions involve developing more 

comprehensive regulations, public education, specialized training for investigators, and 

facilitating compensation through social institutions or third parties. The study 

recommends enhanced collaboration among the police, government, and society to achieve 

balanced justice and restore social relations in traffic accident cases. 

 

Keywords: Police, Restorative Justice, Traffic Accidents, Law Enforcement, 

Tanjungpinang City Police 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Selbagail nelgara hukum yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, I lndonelsila melnelkankan se lantelro 

tata kelhildupan masyarakat, belrbangsa dan belrnelgara haruslah belrhaluan pada norma-

norma hukum. Hukum di lbuat guna kelpelntilngan manusila agar seljahtelra dan 

dildasarkan pada rasa keladillan.1 Salah satu belntuk aturan hukum yang dilselbutkan 

dilatas yaknil adanya Kiltab Undang-undang Hukum Pildana2 yang dilagungkan delngan 

adanya hukum acara pildana selbagailmana dilatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Telntang Hukum Acara Pildana.3 

Tumbuh dan be lrkelmbangnya hukum di lpelngaruhil olelh si lstelm hukum yang 

dilgunakan. Hal ilnil tildak telrkelcualil dalam huum pildana se lbagail salah satu hukum 

posiltilf, khususnya dadlam KUHP. Hukum si lpill I lndonelsila tildak banyak melngalami l 

pelrubahan seljak belrlakunya. Namun dalam me lmpellajaril hukum pi ldana I lndonelsila, 

hukum acara pildana tellah me lmillilkil hukum nasilonal selndilril, yang be lrbelda delngan 

hukum pildana formill.4  

Pelrsoalan dil jalanan yang kelrap kilta jumpail ilalah pelrkara kelcellakaan lalu 

lilntas. Selcara umum kelcellakaan lalu lilntas yang tilmbul di lakilbatkan belbelrapa 

 
1Linda Ayu Pralampita, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lex 

Resaissance Vol. 5 No. 3, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Juli 2020), hlm. 559. 
2Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1946, yang 

biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73, 

untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “KUHP” atau “UU 1/1946”.   
3Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 3258, untuk selanjutnya dalam penulisan ini dapat disebut dan disingkat “KUHAP” atau “UU 

8/1981”. 
4Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 65. 
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konstiltueln, se lpelrtil keltelleldoran manusila, keladaan gelomeltrilk jalan, ke llayakan 

kelndaraan selrta kondilsil lilngkungan selkiltar.5 Pelrsoalan yang kelrap diltelmuil pada saat 

ilnil dil Ilndonelsila melnjadil lelbilh gelntilng dan kilan belsar daril tahun-tahun selbellumnya, 

bailk mellilputil kelcellakaan, kelmaceltan dan pelncelmaran udara selrta pellanggaran lalu 

li lntas.6
 

Selmelnjak belrbagail pelrsoalan telrselbut, problelm kuncil yaknil kelcellakaan 

lalu-li lntas. Sellama selpuluh tahun telrakhilr, kelmalangan lalu li lntas yang belrlangsung 

dil Ilndonelsila tellah me lrelnggut korban ji lwa rata-rata 10.000 pelr tahun. Selbagail hasill 

daril tilngkat lalu lilntas, selkiltar 332 orang melnilnggal dunila daril 1000 kelcellakaan. 

Kelcellakaan lalu lilntas adalah pelrilstilwa yang tildak dilantilsilpasil olelh silapapun, yang 

bahkan melnyelbabkan kelrugilan matelrilal bahkam korban ji lwa se lrta mellilbatkan 

milnilma satu kelndaraan belrmotor dil satu jalur. 

Masyarakat melmailnkan pelran pelntilng dalam melmatuhil pelraturan dalam hal 

ilnil, teltapil kognilsil publilk telntang kelpatuhan lalu lilntas sangat selpellel. Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu Lilntas dan Angkutan Jalan dilteltapkan dalam 

Rapat Parilpurna DPR Relpublilk Ilndonelsila pada tanggal 26 Melil 2009, dan dilsahkan 

olelh Prelsildeln Relpublilk Ilndonelsila pada tanggal 22 Junil 2009. Jumlah kelcellakaan 

yang telrjadil seltilap haril melndorong pelmbuatan pelraturan ilnil. Delngan melngurangi l 

jumlah pellanggaran, dilharapkan jumlah kelcellakaan akan me lnurun dan ke lamanan 

belrlalu lilntas akan mellonjak..7 

Kelpolilsilan Relpublilk Ilndonelsila (Polril) yaknil ilnstiltusil nelgara yang 

belrtanggung jawab untuk me lmpelrtahankan kelamanan dan keltelrtilban selrta 

pelnelgakan hukum, pelrlilndungan, pelngayoman, dan pellayanan publilk dalam rangka 

 
5 Ryan Manggala et al., “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan 

Tajam,” Jurnal Karya Teknik Sipil 4, no. 4 (February 2, 2016): 462–470 
6 Arif Budiarto dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, (Solo: UNS Press, 2007), hlm. 3. 
7 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Malang : Citra mentari, 2012), hlm, 3. 
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melnjaga kelamanan dalam ne lgelril. Akilbatnya polilsil harus telrus me lnjadil kilan cakap 

dan lelbilh delkat delngan masyarakat. Delngan kata lailn, Polril harus belrkelmbang 

selbagail polilsil silpill. Selbagail polilsil silpill, posilsilnya dalam struktur konfilgurasil tanah 

ailr melmbelrilkan otoriltas belsar telrhadap pelnyellelnggaraan kelpolilsilan ala proporsilonal 

dan profelsilonal, yang me llambangkan syarat untuk pelmelrilntahan yang bai lk (good 

govelrnancel).8 

Polril selbagail aspelk yang belrtanggung jawab dalam pelnanggulangan 

kelcellakaan belrlalu lilntas, belrusaha selcara profelsilonal untuk me lndamailkan para 

aspelk yang melnghadapil kelcellakaan mellaluil meldilasil pelnal, atau lelbilh dilkelnal 

delngan ilstillah meldilasil pildana. Pelrlu dililngat bahwa meldilasil ilnil adalah meltodel yang 

acapkalil dilgunakan selgelnap faksi l yang telrjelbak dalam kelcellakaan lalu lilntas untuk 

melncapail kelselpakatan pelnyellamatan.. 

Laksana se lktor daril melngeldelpankan kelseljahtelraan umum, UULAJ 

melngawasil bahwa jalan dan jalur angkutan punya keldudukan vi ltal dalam 

melnyangga pelmbaharuan dan ilntelgrasil nasilonal. Dalam ilkhtilar melncapail jangkau 

telkad belrasaskan Pancasilla dan UUD 1945, transportasil melmillilkil posilsil pelntilng dan 

viltal untuk melmantapkan pelngamalan wawasan nusantara, melmpelrkuat keltahanan 

nasilonal, dan melmpelrelrat hubungan antar bangsa. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 telntang lalu lilntas dan angkutan jalan dilbuat untuk melmpelrtilmbangkan 

pelran pelntilng ilnil. Melnurut Pasal 107(2), UULLAJ melndapat tanggapan yang 

heltelrogeln dan melnjadil partilsan pelmbaharuan masyarakat, yailtu: 

1) Telrlaksananya fasilliltas lalu lilntas dan angkutan jalan yang telrjamiln, telrlilndung, 

telratur, lancar dan telrpadu delngan modal angkutan lailn untuk melndorong 

 
8 Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 

2008), hlm. 22. 
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pelrelkonomilan nasilonal, melmajukan kelseljahtelraan umum, melmpelrkat 

pelrsatuan dan kelsatuan bangsa, selrta mampu melnjunjung tilnggil martabat 

bangsa; 

2) Telrlaksananya eltilka belrlalu lilntas dan budaya bangsa; 

3) Telrlaksananya pelnelgakan hukum dan kelpastilan hukum bagil masyarakat.9 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah bagian dari sistem peradilan 

pidana Indonesia. Secara formal, kerangka sistem peradilan pidana Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) terdiri dari proses atau tahapan sebelum persidangan. 

Proses ini dimulai dengan suatu input, yang kemudian diproses dan menghasilkan 

suatu output. Input ini berasal dari laporan yang masuk kepada Polri dan atau kasus 

yang ditemukan sendiri oleh Polri. Polri akan menghasilkan output, apakah akan 

diselesaikan di Kepolisian atau diajukan ke JPU untuk persidangan. Jika perkara 

diajukan ke JPU, output Polri ini akan menjadi input JPU. Oleh karena itu, proses 

di sistem peradilan pidana tidak akan berhenti sampai putusan dibuat dan terpidana 

selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.10 

Proses yang biasanya menggunakan sistem hukum formal ini telah 

menyebabkan beberapa kasus yang melanggar rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, 

ide penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice muncul. Pendekatan 

ini mengharuskan pelaku kejahatan untuk mengakui kesalahan mereka, meminta 

maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami korban seperti 

semula atau setidaknya serupa dengan kondisi sebelumnya, sehingga mereka dapat 

memenuhi rasa keadilan korban. 

 
9 Dekie GG Kasenda, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Jurnal 

Ilmu Hukum Tambun” Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017 
10 I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat 

Penyidikan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, No. 4 (2019) : 551 
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Pada tahun 2012, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 

mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tentang 

Penerapan Restorative Justice. Surat telegram ini menjadi dasar bagi penyidik untuk 

menyelesaikan kasus pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan berikutnya 

datang dari Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 

8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran ini menjadi landasan 

hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum dan 

memastikan bahwa mereka diawasi. 

Saat ilnil seljumlah belsar pelnyellelsailan tilndak pildana melnggunakan meltode l 

Relstoratilvel Justilcel dil tilngkat kelpolilsilan, keljaksaan, dan pelngadillan. Hal ilnil pastil 

melnunjukkan hasill yang bailk untuk pelnelgakan hukum Ilndonelsila. Hukum pildana 

Ilndonelsila bilasanya melnelkankan pelnelrapan reltrilbutilvel justilcel mellaluil pelnyellelsailan 

pelrkara. Pelndelkatan reltrilbutilvel justilcel ilnil harus dilrelformasil untuk 

melnggantilkannya delngan pelnyellelsailan masalah pildana yang melnelkankan 

relkonstruksil masalah atau konflilk dan pelmulilhan keltelraturan masyarakat, atau 

relstoratilvel justilcel. Silstelm pelradillan pildana Ilndonelsila dilanggap telrlalu 

melngutamakan hak-hak telrsangka atau telrdakwa karelna masilh belrfokus pada 

pellaku.11 

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative 

justice dapat dilakukan di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah mediasi 

penal (penal mediation) dan sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara Iain 

 
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 20. 
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: "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah 

Belanda disebut strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut "Der 

Aubergerichtliche Tatausgleich" (disingkat dan dalam istilah Perancis disebut 

"demediation ponale"). Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara 

pelaku tindak pidana dengan korban, maks mediasi penal ini sering juga dikenal 

dengan istilah "Victim-Offender Mediation" (VOM), Tater-Opfer-Ausgleich (TOA), 

atau Offender-victim Arrangement (OVA).12 

Dalam upaya pelnyellelsailan tilndak pildana, Relstoratilvel Justilcel (juga dilselbut 

umpama keladillan relstorasil) yaknil contoh pelndelkatan yang muncul pada tahun 1960. 

Modell ilnil melnelkankan pelntilngnya keltelrlilbatan langsung daril pellaku, korban, dan 

masyarakat dalam prosels pelnyellelsailan tilndak pildana.13  

Studil selbellumnya melnunjukkan bahwa dalam praktilknya dil lapangan, 

banyak kasus kelcellakaan lalu lilntas yang dilsellelsailkan selcara damail darilpada 

melnurut hukum pildana, yailtu mellaluil pelngadillan. khususnya untuk korban luka 

rilngan, yang dilsellelsailkan delngan pelrjanjilan antara pellaku dan korban untuk 

belrdamail. Kelselpakatan ilnil dapat dilanggap se lbagail silstelm pelnyellelsailan pelrkara 

karelna bolelh melnyellelsailkan konflilk ataupun masalah yang tilmbul antara pellaku dan 

korban.14  

Namun pada pelnelliltilan ilnil melnelmukan maka pelnyellelsailan lelwat relstoratilvel 

justilcel adalah meltodel yang amat praktils dalam kasus LAKA LANTAS lantaran 

masalah yang telrdapat dil lapangan bahwa pelnyellelsailan kasus de lngan hukum 

 
12Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan),(Semarang: 

Pustaka Magister,2016), hlm. 2 
13 Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan DenganRestoratif 

Justice, (Jakarta; Permata Aksara, 2017), hlm. 61. 
14 Sarwin Pernando Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas 

Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di 

Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu” (other, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Riau, 2022) 
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melmbutuhkan banyak waktu dan komplilkasil. Olelh karelna iltu, meltodel relstoratilvel 

justilcel melmungkilnkan keldua bellah pilhak untuk melncapail kelselpakatan yang damail 

sambill melmpelrtilmbangkan falsafah “tildak salilng melrugilkan”. 

Karelna pada dasarnya, tujuan relstoratilf keladillan adalah melngalilhkan 

pelrhatilan daril hukuman dan pelmbalasan selmata kelpada pelnyellelsailan masalah dan 

pelmulilhan. Dalam silstelm konvelnsilonal, pellaku bilasanya dilhukum delngan hukuman 

pelnjara atau delnda, selmelntara korban selrilng kalil tildak puas delngan hasillnya dan 

dampak jangka panjangnya teltap ada.15 Restorative Justice diharapkan kerugian dan 

penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa 

bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari 

korban atau keluarganya.16 

Atas dasar hal telrselbut dil atas, pelnulils ilngiln mellakukan pelnelliltilan tambahan 

telntang pelran relstoratilvel justilcel dalam melnanganil kasus kelcellakaan lalu lilntas. 

Melrelka melmbuat proposal telsils delngan judul: “PERAN KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI 

RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN KECELAKAAN 

LALU LINTAS (Studi Kasus di Polresta Tanjung Pinang)”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan 

masalah meliputi yaitu : 

1. Bagailmana pelran Ke lpolilsilan dalam ilmplelmelntasil Relstoratilvel Justilcel pada 

tilndak pildana lalu lilntas di l Polrelsta Tanjungpilnang? 

 
15Maksum Rangkuti, “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan,” 

Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, July 21, 2023. 
16 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 108 
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2. Apa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan Restorative 

Justice pada tindak pidana lalu lilntas dan bagaimana solusinya? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Ketika melakukan penelitian penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengkajil dan melnganalilsils pelran Kelpolilsilan dalam 

ilmplelmelntasil Relstoratilvel Justilcel pada tilndak pildana lalu li lntas dil 

Polrelsta Tanjungpilnang 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta melnganalilsils hambatan yang 

dilhadapil olelh kelpolilsilan dalam pelnelrapan Relstoratilvel Justilcel pada 

tilndak pildana lalu li lntas 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam segi teriotis dan 

praktis bagi semua pihak berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Karya tulis ini bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya pada 

bidang hukum pidana. 

b. Karya tulis ini dapat digunakan untuk memberi masukan yang dapat 

digunakan almamater dalam mengembangkan bahan materi yang 

telah ada 
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c. Karya tulis ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengayaan 

yang lebih baik mengenai peran kepolisian negara republik 

indonesia dalam implementasi restorative justice pada penanganan 

kecelakaan lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi penulis karya tulis ini digunakan sebagai jawaban 

permasalahan yang diteliti penulis guna memenuhi syarat ujian 

Megister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

b. Diharapkan karya tulis ini berguna untuk masyarakat atau praktisi 

hukum dan instansi pemerintah terkait tentang dalam implementasi 

restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas. 

 

 

E. Kerangka Konseptual 

 

1. Peran 

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, dan didefinisikan 

sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang 

memiliki status atau kedudukan sosial dalam organisasi.17  

Menurut terminologi, peran adalah sekumpulan tindakan yang 

diharapkan dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi tertentu 

dimasyarakat. Peran didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai “role”, yang 

berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan” dan 

berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” 

Peran mewakili kumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu 

yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun, peranan adalah apa yang 

dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.18 Menurut Soerjono Soekanto, 

 
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2014) 
18 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86. 



11  

seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia memenuhi hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya.19 

Salah satu aspek kedudukan (status) adalah peran. Seseorang 

menjalankan suatu peran jika dia melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya. Sementara segala sesuatu yang harus dilakukan oleh 

setiap orang dalam menjalankan kehidupannya adalah kewajiban. Peran, 

menurut kamus bahasa Indonesia, adalah apa yang dilakukan seseorang dalam 

suatu peristiwa. 

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa definisi peran mencakup 

persepsi atau tindakan yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang 

terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Selain itu, 

perempuan dapat dipahami oleh berbagai pihak, tetapi tidak melupakan peran 

mereka sebagai istri, pendamping suami, pengendali keluarga, ibu atau orang 

tua, pendidik, dan pilar utama keluarga. Selain itu, mereka adalah anggota 

masyarakat yang memiliki hati yang penuh kasih sayang dan ketenangan. 

 

 

2. Kepolisian 

 

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.20 

Pengertian penegakan hukum yang lain ialah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum 

disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kepolisian Republik Indonesia 

merupakan instrument penegakan hukum.21 

 Belrdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Te lntang 

Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk I lndonelsila, delfelnilsil umum daril belrbagail hal yang 

belrkailtan delngan polilsil, telrmasuk pelngelrtilan kelpolilsilan, dilrumuskan dalam 

 
19 Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen 

dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011) 
20 Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, (Jakarta:Pusat Kegiatan Reformasi, 

2001), hlm., 55 
21 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris;Penegakan Hukum, (Yogyakarta: PT Bayu Indra 

Grafika, 1995), hlm., 55. 
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Undang-Undang telrselbut. Namun, delfelnilsil telntang kelpolilsilan tildak dilrumuskan 

selcara melnyelluruh karelna hanya melmbahas fungsil dan lelmbaga polilsil yang 

dilatur olelh pelraturan pe lrundang-undangan.22 

Melnurut Kamus Be lsar Bahasa Ilndonelsila (KBBI l), polilsil adalah organilsasi l 

yang melnjaga kelamanan, ke ltelntraman, dan keltelrtilban umum (me lnangkap orang 

yang mellanggar hukum), dan bagilan daril pelmelrilntah (pe lgawail nelgara yang 

melnjaga kelamanan dan keltelrtilban)..23 

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah 

Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.24 Jadi 

pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh 

pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamya urusan-urusan keagamaan 

seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.25 

Van vollenhoven menyebutkan bahwa “polisi” (“politei”) kedalam unsur 

pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan 

perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Institusi 

pemerintahan termasuk kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan 

hukum, dengan arti lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan 

menyelenggarakan kepentingan umum.26 

Melnurut Dr. Sadjiljono, pakar illmu hukum I lndonelsila, ilstillah "polilsil" 

melnunjukkan fungsil dan organ pe lmelrilntah nelgara, se ldangkan "ke lpolilsilan" 

melnunjukkan fungsil dan organ se lbagail lelmbaga pelmelrilntahan yang te lroganilsasi l 

dan telrstruktur dalam struktur ne lgara. Tetapi juga memiliki se lbagail fungsi l, 

melmillilkil tugas, we lwelnang, dan mempunyai tanggung jawab untuk 

mellaksanakan fungsi lnya, telrmasuk melnjaga kelamanan dan ke ltelrtilban 

masyarakat, pelnelgakan hukum, pe lrlilndungan, pelngayom, dan pe llayan 

masyarakat.27 

 
22 H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya: Laksbang 

Mediatama, 2007), hlm.53. 
23 W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), 

hlm. 763. 
24 Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, (Bandung: Sespimpol,1989), hlm.,2 
25 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) hlm. 13. 
26 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, (Yogyakarta, Laksbang 

Pressindo, 2005), hlm 39. 
27 Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, 

(Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6 
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Kelpolilsilan melmillilkil dua dilmelnsil: yurildils dan sosilologils. Dalam dilmelnsi l 

yurildils, kelpolilsilan telrdilril daril atas fungsil kelpolilsilan umum dan fungsi l kelpolilsilan 

khusus.28 

Daril pelrspelktilf sosilologils, fungsil kelpolilsilan me lncakup pelkelrjaan-

pelkelrjaan telrtelntu yang di langgap pelrlu dan melnguntungkan untuk me lnjaga 

kelamanan dan ke ltelrtilban dil lilngkungannya. Pe lkelrjaan-pelkelrjaan ilnil selcara 

hilstorils dillakukan olelh masyarakat se lcara sadar dan se lcara sukarella, dan 

kelmudilan mellelmbaga dalam tata kelhildupan masyarakat.29  

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak 

hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial 

worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). 

Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace & order maintenance) dalam 

penegakan hukum (law enforcement).30 

Polilsil melmillilkil tilga fungsi l utama untuk melnjaga kelamanan dan ke ltelrtilban 

masyarakat:31 

a. Fungsil Prelelmptilf: Se lmua upaya dan pe lmbilnaan masyarakat be lrtujuan 

untuk melmbantu me lncelgah dan melnangkal gangguan ke lamanan dan 

keltelrtilban masyarakat telrhadap pelraturan nelgara. 

b. Fungsil Prelvelntilf: Se lmua upaya kelpolilsilan untuk melmulilhkan kelamanan 

dan keltelrtilban masyarakat, telrmasuk melnjaga kelsellamatan orang dan 

harta belnda melrelka, se lrta melmbelrilkan pelrlilndungan dan pe lrtolongan, 

khususnya melncelgah tilndakan lailn yang dapat me lngancam atau 

melmbahayakan ke ltelrtilban dan keltelntraman umum.. 

c. Fungsil Relprelsilf, yailtu mellakukan pelnilndakan te lrhadap pellanggaran 

hukum untuk dilprose ls sampail kel pelngadillan yang me llilputil: 

1) Pelnyellildilkan adalah se lrangkailan tilndakan pelnyellildilkan yang 

belrtujuan untuk me lncaril dan melnelmukan suatu pe lrilstilwa yang 

 
28 H. Pudi Rahardi, Op. Cit,. hlm.57. 
29 Ibid,.. hlm. 58 
30 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Bahan Seminar, 2005), hlm., 5 
31 Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, 

(Bandung: POLRI, 1995), hlm. 255 
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dilduga melrupakan tilndak pildana dan untuk me lnelntukan apakah 

pelnyellildilkan dapat dillakukan selsuail delngan pelraturan hukum. 

2) Pelnyildilkan adalah kumpulan ti lndakan yang di llakukan ole lh 

pelnyildilk se lsuail delngan undang-undang untuk me lncaril dan 

melngumpulkan bukti l untuk melngungkap tilndak pildana dan 

melnelmukan telrsangka. 

3) Tugas dan welwelnang yang dilmillilkil olelh Polilsil 

Selbagailmana dilatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, 

Polilsil melmillilkil dua tugas utama yang di lgarilskan dalam Undang-undang 

telrselbut, selpelrtil yang telrcantum dalam Trilbrata dan Catur Prase ltya Polril: 

a. melmellilhara kelamanan dan keltelrtilban masyarakat; 

b. melnelgakkan hukum; dan 

c. melmbelrilkan pelrlilndungan, pelngayoman dan pe llayanan kelpada 

masyarakat.32 

Sellailn kelwelnangan yang di lbelrilkan olelh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 telntang Ke lpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila dil atas, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pildana (KUHAP) juga me lmbelrilkan 

welwelnang kelpada polilsil untuk mellakukan pelnyellildilkan dan pe lnyildilkan tilndak 

pildana. Pasal 5 ayat (1) KUHAP me lnyatakan bahwa: 

1) Melnelrilma laporan atau pe lngduan daril selselorang telntang adanya tilndak 

pildana; 

2) Melncaril keltelrangan dan barang buktil; 

3) Melnyuruh belrhelntil selselorang yang dilcurilgail dan me lnanyakan se lrta 

melmelrilksa tanda pe lngelnal dilril dan; 

4) Melngadakan tilndakan lailn melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

Welwelnang polilsil selbagail pelnyildilk dalam mellakukan pe lnyildilkan 

dilrumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah : 

1) Melnelrilma laporan atau pelngaduan daril selselorang telntang adanya tilndak 

pildana; 

2) Mellakukan tilndakan pe lrtama pada saat diltelmpat keljadilan; 

 
32 Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 



15  

3) Melnyuruh belrhelntil selselroang telrsangka dan me lmelrilksa tanda pelngelnal 

dilril telrsangka; 

4) Mellakukan pelnahanan, pelnahanan, pelnggelleldahan, dan pelnyiltaan; 

5) Mellakukan pelmelrilksaan dan pelyiltaan surat; 

6) Melngambill sildilk jaril dan melmotrelt selselorang; 

7) Melmanggill orang untuk di ldelngar dan dilpelrilksa se lbagail telrsangka atau 

saksil; 

8) Melndatangkan orang ahli l yang dilpelrlukan dalam hubungannya de lngan 

pelmelrilksaan pelrkara; 

9) Melngadakan pelnghelntilan pelnyildilkan; 

10) Melngadakan tilndakan lailn melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te lntang Hukum Acara 

Pildana juga melneltapkan tugas ke lpolilsilan dalam mellaksanakan tugasnya di l 

masyarakat: 

a. Melnjaga keltelrtilban dan ke lamanan umum; melncelgah dan me lmbelrantas 

pelnyelbaran pelnyakilt masyarakat; melnjaga ke lsellamatan orang, barang, 

dan masyarakat, telrmasuk melmbelrilkan pelrlilndungan dan bantuan; dan 

melmastilkan bahwa warga ne lgara dan masyarakat me lngilkutil pelraturan 

nelgara. 

b. Dalam bildang pe lradillan melngadakan pelnyellildilkan atas ke ljahatan dan 

pellanggaran me lnurut keltelntuan-keltelntuan dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pi ldana dan pelraturan Nelgara lailnnya.  

c. Melngawasil alilran-alilran kelpelrcayaan yang daat me lmbahayakan 

masyarakat dan nelgara. 

d. Mellaksanakan tugas-tugas khusus lailn yang dilbelrilkan kelpadanya ole lh 

suatu pelraturan nelgara. 

Melnurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang 

Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila, dalam me llaksanakan tugas pokok 

telrselbut, Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila selcara umum be lrtugas : 

1) Mellaksanakan pelngaturan, pelnjagaan, pelngawalan, dan patroli l telrhadap 

kelgilatan masyarakat dan pelmelrilntah se lsuail kelbutuhan; 

2) Melnyellelnggarakan se lgala kelgilatan dalam me lnjamiln kelamanan, 

keltelrtilban dan kellancaran lalu lilntas dil jalan; 
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3) Melmbilna masyarakat untuk me lnilngkatkan parti lsilpasil masyarakat, 

kelsadaran hukum masyarakat se lrta keltaatan warga masyarakat te lrhadap 

hukum dan Pelraturan Pe lrundang-undangan; 

4) Turut selrta dalam pe lmbilnaan hukum masyarakat; 

5) Melmellilhara keltelrtilban dan melnjamiln kelamanan umum; 

6) Mellakukan koordilnasil, pelngawasan, dan pelmbilnaan te lknils telrhadap 

kelpolilsilan khusus, pe lnyildilk pelgawail nelgelril silpill dan belntuk-belntuk 

pelngamanan swakarsa; 

7) Mellakukan pelnyellildilkan dan pelnyildilkan telrhadap se lmua tilndak pildana 

selsuail delngan hukum acara pi ldana dan pelraturan pe lrundang- undangan 

lailnnya; 

8) Melnyellelnggarakan i ldelntilfilkasil kelpolilsilan, keldoktelran kelpolilsilan, 

laboratorilum fore lnsilk dan psi lkologil kelpolilsilan untuk ke lpelntilngan tugas 

kelpolilsilan;  

9) Mellilndungil kelsellamatan jilwa raga, harta belnda, masyarakat, dan 

lilngkungan hildup daril gangguan keltelrtilban dan atau atau be lncana 

telrmasuk melmbelrilkan bantuan dan pe lrtolongan de lngan melnjunjung 

tilnggil hak asasil manusila; 

10) Mellayanil kelpelntilngan warga masyarakat untuk se lmelntara se lbellum 

diltanganil olelh ilnstansi l dan atau pilhak yang belrwelnang; 

Melmbelrilkan pellayanan ke lpada masyarakat se lsuail delngan kelpelntil-ngannya 

dalam lilngkup kelpolilsilan; se lrta Me llaksanakan tugas lailn se lsuail delngan Pe lraturan 

Pelrundang-Undangan 

3. Kecelakaan Lalu Lintas 

 

Lalu lilntas adalah si lstelm yang telrdilril daril belbelrapa komponeln. Komponeln 

utama pelrtama, atau si lstelm heladway, adalah se lmua jelnils ilnfrastruktur dan sarana 

untuk se lmua jelnils angkutan jalan yang ada. I lnil telrmasuk jari lngan jalan, 

pellelngkap jalan, fasilliltas jalan, angkutan umum dan pri lbadil, dan jelnils kelndaraan 
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lailn yang mellakukan prose ls transportasi l, yailtu melmilndahkan orang atau bahan 

daril satu telmpat kel telmpat lailn dalam jarak telrtelntu..33 

Lalu lilntas juga me lncakup gelrak kelndaraan, peljalan kakil, dan helwan di l 

jalan. Ilnil adalah salah satu bagi lan daril transportasil yang belrkailtan delngan 

opelrasil jalan raya. Dalam konte lks ilnil, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

telntang Lalu Lilntas dan Angkutan Jalan, khususnya Bab VI lI lIl melngelnai l 

Pelngelmudil, Bab I lX me lngelnail Lalu Lilntas, dan Bab X me lngelnail Angkutan, 

adalah undang-undang lalu li lntas yang dilmaksud..34 

Ilstillah "kelcellakaan lalu li lntas" sangat te lrkelnal dalam ke lhildupan se lharil-

haril, telrutama delngan pe lrkelmbangan telknologil telrbaru dan ke lcelndelrungan 

manusila yang ilngiln se lmua ke lilngilnan te lrcapail selcelpat mungki ln, bahkan jilka 

tilndakan yang di lambill tildak se lsuail delngan proseldur hukum yang sah, 

melnyelbabkan keltildakte lraturan dalam lalu li lntas. 

Melnurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu Lilntas dan 

Angkutan Jalan Raya, khususnya bab I l bagilan keltelntuan umum, lalu li lntas 

melncakup ge lrak kelndaraan, orang, dan he lwan dil jalan. De lngan delmilkilan, 

kelcellakaan lalu lilntas adalah ke ltilka ada tabrakan antara ke lndaraan atau antara 

orang (selpelrtil kelcellakaan antara roda 4)..35 

 
33 Desi Widianty, Analisa Keselamatan Jalan Pada Tikungan Berdasarkan Jari – Jari Dan 

Kemiringan Melintang Tikungan, (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 4 
34 S P H Pratama and S N Ardhya, “Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana 

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH 

9 (2023): 153–61, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/ 

view/67648%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/67648/27021. 
35 Ramadhan Helmi, Danialsyah, and Mukidi, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan 

Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di 

Kepolisian Resor Serdang Bedagai),” Jurnal IlmiahMetadata, Vol 6, No. 1 (2024): 47–58, 

https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/464, Diakses Pada Jumat 01 

November 2024, Pukul 08:42. 



18  

Melnurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu Lilntas dan 

Angkutan Jalan Raya, kelndaraan adalah suatu alat yang dapat be lrgelrak dil jalan. 

Dil silnil, kelndaraan telrbagil melnjadil dua katelgoril, yailtu:36 

a. Kelndaraan belrmotor adalah ke lndaraan yang dilgelrakkan olelh pelralatan 

telknilk; 

b. Kelndaraan tildak be lrmotor adalah ke lndaraan yang tildak melmillilki l 

pelralatan melsiln, se lpelrtil belcak dayung, se lpelda, dan se lbagailnya. 

Dil Ilndonelsila kelcellakaan dil jalan raya me lnelmpatil pelrilngkat keltilga seltellah 

pelnyakilt kronils. Pelrtumbuhan kelpelmillilkan kelndaraan belrmotor telrutama se lpelda 

motor adalah salah satu pe lnyelbab utama pe lnilngkatan jumlah ke lcellakaan lalu 

lilntas. Relndahnya tilngkat keldilsilplilnan pelngguna jalan juga me lrupakan faktor 

lailn yang belrpelran dalam pelnilngkatan jumlah kelcellakaan lalu li lntas. 

Kelcellakaan lalu lilntas adalah suatu pelrilstilwa yang tildak dilselngaja telrjadil di l 

jalan yang mellilbatkan ke lndaraan delngan atau tanpa pelngguna jalan lai ln, yang 

melngakilbatkan kelmatilan orang atau ke lrugilan harta belnda. Korban ke lcellakaan 

lalu lilntas dapat belrupa:  

a. Korban matil, adalah korban yang di lpastilkan melnilnggal dunila se lbagai l 

akilbat daril kelcellakaan dalam jangka waktu pali lng lama 30 (ti lga puluh) 

haril seltellah kelcellakaan;  

b. Korban luka be lrat, adalah korban yang melngalamil luka yang 

melnyelbabkan me lrelka melngalamil cacat pelrmaneln atau me lmelrlukan 

 
36 Putu Angga et al., “Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Untuk,” Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308, 

Diakses Pada Minggu0 03 November 2024, Pukul 08:52 
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pelrawatan meldils dalam jangka waktu lelbilh daril 30 (tilga puluh) haril seljak 

kelcellakaan; dan 

Korban luka ri lngan, adalah korban yang tildak telrmasuk dalam 

katelgorilKorban matil, adalah korban yang di lpastilkan mati l selbagail akilbat 

kelcellakaan lalu lilntas dalam jangka waktu palilng lama 30 (tilga puluh) haril seltellah 

kelcellakaan telrselbut. 

4. Restorative Justice 

Dalam melnyellelsaikan suatu pelrkara pidana tidaklah adil apabila 

melnyellelsaikan suatu pelrsolalan pidana hanya melmpelrhatikan salah satu 

kelpelntingan saja, baik pellaku maupun kolrban. Maka dipelrlukan suatu telolri 

tujuan pelmidanaan yang melwakili selmua aspelk dalam pelnyellelsaian suatu 

pelrkara baik kolrban, pellaku dan masyarakat ollelh karelnanya dipelrlukan adanya 

kolmbinasi antara satu telolri dan telolri lainnya.37 

Pelmbaharuan hukum pidana melnawarkan suatu kolnselp baru dalam 

pelnyellelsaian pelrkara pidana, yaitu mellalui pelndelkatan relstolrativel justice l. 

Idelalnya, dalam pelnyellelsaian pelndelkatan relstolrativel justicel dianggap lelbih 

mampu melncapai tujuan dari hukum dalam melwujudkan keladilan, kelpastian dan 

kelmanfataan hukum.38 

Kata Rellstolratilvell Justilcell bellrasal daril dua kata Ilnggrils: "Rellstolratiloln", yang 

bellrartil pellrbailkan, pellmulilhan, atau pellmugaran, dan "Justilcell", yang bellrarti l 

kelladillan. "Rellstauratilvell" bellrartil bellnda "olbat" yang mellnyellmbuhkan, 

mellnguatkan, atau mellnyellgarkan, dan "silfat" yang mellnyellmbuhkan, mellnguatkan, 

 
37 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang, , Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995), 

hlm. 81 
38 M. Hatta Ali, Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, (Bandung: IKAPI, 2012), hlm. 

29 
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atau mellnyellgarkan. Dellngan dellmilkilan, dalam artil bahasa, Rellstolratilvell Justilce ll 

dapat dilartilkan sellbagail kelladillan Dalam selljarah pellrkellmbangan hukum 

kolntellmpolrellr, Rellstolratilvell Justilcell dilmulail dellngan prolgram pellnyelllellsailan dil luar 

silstellm pellradillan kolnvellnsilolnal yang dillakukan ollellh masyarakat yang dilkellnal 

sellbagail melldilasil pelllaku pelllaku pada tahun 1970-an dil Nellgara Canada..39 

Mellnurut Pasal 1 Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2012 tellntang Silste llm 

Pellradillan Pildana Anak, "Kelladillan Rellstolratilf yaknil pellngadillan tilndak pildana 

dellngan melllilbatkan pelllaku, kolrban, kellluarga pelllaku/kolrban, dan pilhak lailn yang 

tellrkailt untuk bellrsama-sama mellncaril pellnyelllellsailan yang adill dellngan mellnellkankan 

pellmulilhan kellmbalil pada kelladaan sellmula, darilpada pellmbalasan.40 

Karellna melltoldell yang dilselldilakan ollellh melltoldell atau gagasan untuk 

mellngellmbalilkan kelladillan (Rellstolratilvell Justilcell) lellbilh mellnellkankan kolnse llp 

pellrdamailan, "melldilasil", dan rellkolnsillilasil, pelllaku, kolrban, pellnellgak hukum, dan 

masyarakat luas sellcara langsung tellrlilbat dalam pellnyelllellsailan kasus pildana, ilni l 

mellrupakan masalah utama untuk mellnellrapkan atau mellnellrapkan pellndellkatan atau 

kolnsellp kelladillan rellstolratilf (Rellstolratilvell Justilcell). O llellh karellna iltu, silstellm pellradillan 

pildana tradilsilolnal, yang kaku dan tellrlalu folrmalilstilk, jelllas bellrtellntangan dellngan 

hal ilnil. Silstellm ilnil lellbilh mellmellntilngkan kellpastilan hukum darilpada kelladillan 

masyarakat.41 

Mellskilpun tellolril ilnil masilh dilpellrdellbatkan, pellrspellktilf ilnil bellrkellmbang dan 

 
39 Hanna Niken Julia Sihotang, “Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas,” Vol 

3, No. 2 (2023): 17–28, https://www.jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/ article/view/144, Diakses Pada 

11 November 2024, Pukul 13:19 
40 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45 
41 Yolanda Fadila et al., “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai 

Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan,” Innovative: Journal Of Social 

Science Research, volume 4, No 1 (2024): 4756–65, https:// 

doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425, Diakses Pada Sabtu 02 November 2024, Pukul 11:57 
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mellmellngaruhil kellbiljakan dan praktilk yang dilgunakan dil banyak nellgara. Ada 

selljumlah colntolh ilmplellmellntasil Rellstolratilvell Justilcell, sellpellrtil:42 

a. Melldilasil Kolrban Pelllaku (VO lM) adalah suatu tellmpat dil mana pelllaku dan 

kolrban dapat bellrilntellraksil satu sama lailn, dilbantu ollellh melldilatolr yang 

bellrfungsil sellbagail pellngatur dan fasilliltatolr pellrtellmuan. 

b. Kolnfellrellnsil adalah folrum yang sama dellngan VOlM, telltapil dalam bellntuk ilnil, 

pelllilbatan pellnyelllellsailan melllilbatkan pelllaku dan kolrban utama atau kolrban 

langsung sellrta kolrban tildak langsung, sellpellrtil anggolta kellluarga atau tellman 

dellkat pelllaku. Karellna mellrellka mungkiln tellrlilbat sellcara langsung atau tildak 

langsung dalam tilndak pildana yang tellrjadil, dan karellna mellrellka sangat pellduli l 

dan tellrtarilk pada hasill musyawarah, mellrellka juga dapat bellrpartilsilpasil dalam 

mellmastilkan bahwa prolsells dan tujuan akhilrnya tellrcapail. 

c. Cilrclells adalah mo ldelll ilmplellmellntasil Rellstolratilvell Justilcell yang palilng luas 

dilbandilngkan dellngan dua moldelll sellbelllumnya, yailtu folrum yang melllilbatkan 

kolrban, pelllaku, melldilatolr, dan olrang-olrang dil masyarakat yang tellrlilbat 

dalam kasus tellrsellbut. 

Sellbellnarnya, Rellstolratilvell Justilcell telllah lama dilgunakan dil Ilndolnellsila 

sellndilril, sellpellrtil dil Papua, Balil, Tolraja, Milnangkabau, Kalilmantan, Jawa Tellngah, 

dan kolmuniltas lailn yang mellmillilkil tradilsil yang kuat. jilka sellsellolrang melllakukan 

pelllanggaran, tellrmasuk pelllanggaran anak.43 Dalam praktilknya, pellnyelllellsailannya 

dilcapail melllaluil pellrtellmuan atau musyawarah mufakat dil mana pelllaku, olrang tua 

pelllaku, kolrban, dan tolkolh masyarakat. Silla kellellmpat Pancasilla, musyarawah 

 
42 Iqbal Hannafiu et al., “Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas 

Yang Berakibat Kematian” Volume 3, No. 1, (2021): 22–30, https://doi.org/10.31603/10006, Diakses Pada 

Sabtu 02 November 2024, Pukul 18:46 
43Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, (Bandung; 

Nusa Media, 2014), hlm. 41. 
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mufakat, mellnggambarkan nillail-nillail dan karaktellrilstilk falsafah bangsa I lndolnellsila. 

F. Kerangka Teoritis 

 

"Tellolril" bellrasal daril kata "the llolrila", yang be llrartil pellngelltahuan yang hanya ada 

dalam pilkilran tanpa di lsellrtail dellngan kellgilatan praktils untuk me lllakukan se llsuatu.44 

Tellolril mellmillilkil pellran yang sangat pe llntilng dalam pellrkellmbangan illmu karellna dapat 

mellmbantu pellrkellmbangan i llmu pellngelltahuan dan hal-hal prakti ls.45 Bruggilnk 

mellngatakan bahwa tellolril hukum adalah kumpulan pellrnyataan yang te llrkailt satu sama 

lailn tellntang silstellm ko lnse llptual aturan, putusan, dan putusan hukum, dan si lstellm ilnil 

sellbagilan bellsar dilpolsiltilfkan.46 

Kolnsellp-kolnsellp yang se llbellnarnya mellrupakan kumpulan i ldell-ildell yang 

diljadilkan acuan untuk karya pellnellliltilan pellnellliltilan, dilsellbut se llbagail kellrangka tellolriltils. 

Tellolril yang mellmbellntuk landasan untuk be llrpilkilr dilsellbut "ke llrangka tellolriltils". 

Kellrangka tellolriltils mellngurailkan jalan pilkilran dalam kellrangka lo lgils, mellndudukan 

masalah pellnellliltilan dalam ke llrangka tellolriltils yang relllellvan, dan me llmillilkil kellmampuan 

untuk mellnjelllaskan masalah tellrsellbut..47 

Untuk mellmbahas masalah hukum yang akan di lbahas dalam pe llnellliltilan tellsils 

ilnil, bellbellrapa tellolril hukum akan di lgunakan se llbagail pilsau analilsils, sellpellrtil: a. Tellolril 

I lnduk (Grand Thellolry): Tellolril Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Pancasila, b. Te llolri l 

Mellnellngah (Mildlell Rangell The llolry): Tellolril Silstellm Hukum, dan c. Te llolril Tellrapan 

(Applilelld Thellolry): Tellolril Melldilasil Pellnal/Rellstolratilvell Justilcell. 

a. Teori Induk (Grand Theory): 

1. Teori Tujuan Hukum 

 
44Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hlm. 4. 
45H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 16. 
46I Dewa Gedeatmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setara Press, 

2018), hlm. 8. 
47Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122. 
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Pandangan telllellollo lgils, yang bellrasal daril kata Yunanil telllols (τέλος), 

bellrpellndapat bahwa sellgala sellsuatu ada untuk tujuan tellrtellntu. Dellngan dellmilkilan, 

Selltilap hal pastil mellmillilkil tujuan, tellrmasuk hukum. Tujuan hukum mellngarah 

pada sellsuatu yang harus dilcapail, yailtu sellsuatu yang sellmpurna sellhilngga tellrlilhat 

abstrak dan tildak bellrfungsi l.48 Jilka ilndilvildu atau kolmuniltas tunduk pada hukum 

hanya karellna takut akan kolnsellkuellnsil, maka tildak ada damail selljahtellra dalam 

masyarakat karellna hukum diltaatil dellngan takut. 

Gustav Radbruch mellngatakan bahwa hukum harus bellrfolkus pada tilga hal: 

kellpastilan hukum, kelladillan, dan kellgunaan.49 Mellnurut Radbruch, tuntutan utama 

tellrhadap hukum adalah kellpastilan hukum, yang bellrartil bahwa hukum harus 

dilpatuhil, sellhilngga bellnar-bellnar polsiltilf..50  

Pelndapat belrikutnya melngelmukakakn tujuan hukum adalah untuk 

kelmanfaatan. Bahwa hukum harus ditujuakan untuk selsuatu yang belrfadah atau 

melmiliki manfaat. Pelnganut aliran utilitis yang dipellolpolri o llelh Jelrelmi Belntham 

melngatakan bahwa hukum belrtujuan untuk melnjamin kelbahagiaan yang telrbelsar 

bagi manusia dalam jumlah yang selbanyak-banyaknya (thel grelatelst golold olf the l 

grelatelst numbelr) pada hakelkatnya yang melnjadi inti ajaran telolri utilitis bahwa 

tujuan hukum adalah melnghasilkan kelselnangan atau kelbahagiaan yang telrbelsar 

bagi jumlah olrang yang telrbanyak.51 

Hukum itu tidak hanya selcara pasif melnelrima dan melngalami pelngaruh dan 

nilai-nilai solsial budaya di dalam masyarakat, akan teltapi selcara aktif harus 

 
48 Ibid,.. hlm. 88 
49 O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33. 
50 Ibid,.. hlm. 33- 34 
51 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 

80. 
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melmpelngaruhi pula timbulnya nilai-nilai solsial budaya yang baru.52 

Untuk mellmastilkan bahwa hukum tildak dapat dilubah, hukum harus stabill. 

Undang-undang yang telllah diltelltapkan akan bellrlaku untuk sellmua olrang dan telltap 

bellrlaku sampail diltarilk kellmbalil. Sellrilngkalil, karellna salah mellmahamil makna 

kellpastilan hukum, pasal undang-undang bahkan bunyilnya dilpellrtahankan sellcara 

kellsellluruhan, sellpellrtil yang dilnyatakan dalam ungkapan "Lellx duras selld tame lln 

scrilpta", yang bellrartil “undang-undang adalah kellras, telltapil kadang-kadang 

mellmang dellmilkilan bunyilnya”. 

Untuk mellmillilkil kellpastilan, hukum harus diltulils. Namun, pellntilng untuk 

dililngat bahwa hukum tildak dapat mellnguras hukum53. Mellskilpun tellks undang-

undang mellngurailkan kaildah hukum, rumusan tellks tildak dapat mellncakup sellmua 

ilsil dan tujuan kaildah.54 Sellmakiln banyak "pellraturan yang tellpat" yang dapat 

mellniladakan kelltildakpastilan diltelltapkan dalam hukum, sellmakiln mellndellsak 

kelladillan. Iltu adalah dellfilnilsil summum ilus dan summa ilnilura55 atau lellbilh sellrilng 

kilta dellngar dellngan ungkapan Kelladillan tellrtilnggil adalah kelltildakadillan yang 

tellrtilnggil.56 

O lrang dapat saja melngatakan tujuan hukum adalah keladilan saja, dan itu 

belrarti di dalam keladilan itu sudah pasti ada pula kelpastian dan sellalu saja 

dipelrollelh manfaat, pelndapat ini disampaikan o llelh Telguh Prase ltyol dalam buku 

nya.57 

Mellwujudkan kelladillan adalah tujuan utama hukum. Bahwa pellndapat yang 

 
52 Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, (Jakarta: Binacipta, 1976), hlm. 5 
53 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2020), hlm. 53 
54 Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam 

Konteks Hukum Nasional), (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), hlm. 2 
55 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 13. 
56 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit., hlm. 139 
57 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, (Jakarta: Nusamedia, 2017), hlm. 133 
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sellcara mellndalam mellngurailkan bahwa hukum bellrtujuan untuk tilga tujuan, yai ltu 

kelladillan kellpastilan dan kellmanfaatan, adalah rasilolnalilsasil yang tellpat bahwa jilka 

kelladillan dilcapail, maka kellpastilan dan kellmanfaatan sellcara oltolmatils akan muncul, 

karellna kellduanya mellrupakan bagilan daril kelladillan iltu sellndilril. Dellngan dellmilkilan, 

kellpastilan dan kellmanfaatan tildak dilpolsilsilkan selljajar dellngan kelladillan sellbagai l 

tujuan hukum, telltapil sellbagail sarana untuk mellncapail kelladillan yang lellbilh bailk. 

Arilstoltelllells adalah fillsuf pellrtama yang mellmbangun tellolril kelladillan. 

Arilstoltelllells mellngatakan bahwa kelladillan mellmbellrilkan hak kellpada silapapun yang 

mellmang bellrhak atasnya. Kelladillan tildak dapat dilanggap sellbagail kellutamaan 

tanpa mellmpellrtilmbangkan elllellmelln solsilal, tellrutama dalam hubungan antar 

manusila. Kelladillan yang cukup tildak hanya mellnguntungkan dilril sellndilril telltapi l 

juga mellnguntungkan o lrang lailn.58 

Salah satu elllellmelln yang harus dilpellrhatilkan dalam pellnellgakan hukum adalah 

kelladillan. Hukum harus adill, yang bellrartil mellnyamaratakan sellmua olrang. Sellbagai l 

tujuan hukum, kelladillan adalah pillar tellrakhilr. O llellh karellna iltu, hukum harus 

dildasarkan pada nolrma mo lral.59 

Ada tilga dellfilnilsil kelladillan: kelladaan, tuntutan, dan kellutamaan.60 Kelladillan 

adalah kelladaan yang mellnyatakan bahwa selltilap olrang bellrhak atas apa yang 

mellnjadil haknya dan dilpellrlakukan sellcara adill pula. Selllailn iltu, kelladillan adalah 

tuntutan yang mellnyatakan bahwa selltilap olrang bellrhak untuk mellnuntut kelladillan 

dellngan mellngambill tilndakan yang dilpellrlukan (bellrtilndak sellsuail dellngan rasa 

kelladillan dan wajar) dan mellnghilndaril tilndakan yang tildak adill (bellrbuat kellbajilkan 

 
58Citra Ayu Kishardian Salsabila, Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles, (Jurnal 

Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023), hlm. 3. 
59M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm. 5.  
60Dominikus Rato, Filsafat Hukum, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2010), hlm. 58.  
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dan mellnghilndaril kelltildakadillan). Kelladillan sellbagail kellutamaan adalah kelljujuran 

substantilf, yang bellrartil tellkad untuk bellrpellrillaku, bellrpilkilr, dan bellrtilndak dellngan 

cara yang adill.61 

Mellnurut Jolhn Rawls, kelladillan adalah kelladillan (justilcell failrnellss). 

Pellndapatnya bellrdasarkan tellolril kolntrak solsilal Lolckell dan Rolussellau sellrta ajaran 

dellolntollolgil Kant. Bellrilkut adalah bellbellrapa pellndapatnya tellntang kelladillan: 

a) Pillilhan yang adill juga mellnyellbabkan kelladillan ilnil. I lnil bellrasal dari l 

gagasan Rawls bahwa olrang-olrang dil masyarakat tildak tahu polsilsi l 

mellrellka yang aslil, tujuan dan tujuan hildup mellrellka, dan daril gellnellrasi l 

mana mellrellka bellrasal. Dellngan kata lailn, masyarakat mellnganggap 

ilndilvildu sellbagail ellntiltas yang tildak jelllas. Akilbatnya, ilndilvildu mellmilli lh 

prilnsilp kelladillan; 

b) Kelladillan sellbagail kelladillan mellnghasillkan kelladillan prolselldural murni l. 

Dalam kelladillan prolselldural murnil, tildak ada aturan yang mellnellntukan 

apa yang dilanggap "adill" sellcara tellrpilsah daril prolselldur. Kelladillan 

dillilhat daril silstellm—atau bahkan prolsells—iltu sellndilril, bukan dari l 

hasillnya.62 

Rolscolell Polund melllilhat dalam hasill-hasill kolnkrilt yang bilsa dilbellrilkannya 

kellpada masyarakat. Ila melllilhat bahwa hasill yang dilpellrollellh iltu hellndaknya bellrupa 

pellmuasan kellbutuhan manusila sellbanyak-banyaknya dellngan pellngolrbanan yang 

sellkellcill-kellcillnya. Polund sellndilril mellngatakan, bahwa ila sellndilril sellnang melllilhat 

sellmakiln mellluasnya pellngakuan dan pellmuasan tellrhadap kellbutuhan, tuntutan atau 

kellilngilnan-kellilngilnan manusila melllaluil pellngellndalilan solsilal; sellmakiln mellluas dan 

 
61Ibid. 
62Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta: 

Universitas Atmajaya, 2015), hlm. 246-247. 
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ellfellktilfnya jamilnan tellrhadap kellpellntilngan solsilal; suatu usaha untuk 

mellnghapuskan pellmbolrolsan yang tellrus-mellnellrus dan sellmakiln ellfellktilf dan 

mellnghilndaril pellmbellnturan antara manusila dalam mellnilkmatil sumbellr-sumbe llr 

daya, silngkatnya solcilal ellngilnellellrilng sellmakiln ellfellktilf.63  

Jilka ada ke lladillan maka pastil ada kellpastilan hukum. Kelladillan dan kellpastilan 

hukum adalah dua hal yang salilng tellrkailt dan bellrhubungan satu sama lailn..64 

Kelladillan tildak dapat dilpilsahkan daril tujuan hukum. Kelltilka kelladillan dan 

kellpastilan hukum diltellrapkan dellngan bailk, kualiltas hukum suatu nellgara akan 

mellnilngkat. Putusan hakilm mellnunjukkan kelladillan. Mellwujudkan putusan haki lm 

yang mellngandung kelladillan dan kellpastilan hukum sangat sulilt karellna di l 

Ilndolnellsila tildak ada silstellm "dilssellntilng olpilniloln". Putusan hakilm harus dapat 

mellmbellntuk "ilus colnstiltutum" dan "ilus colntiltuellndum" melllaluil mellto lde ll 

yurilsprudellnsil. 

2. Teori Keadilan (Teori keadilan pancasila Yudi Latif) 

 

Yudi Latif mengatakan bahwa Prof. Nicolaus Driyarkara menganggap 

keadilan sosial sebagai manifestasi khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan, yang 

terkait dengan rasa welas asih antar sesama dalam upaya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dasar mereka.65 

Namun Yudi Latif berpendapat bahwa kata “adil” berasal dari kata al-

‘adl, yang secara harfiah berarti “lurus” atau “seimbang”. Keadilan berarti 

memperlakukan setiap orang dengan kesetaraan, atau prinsip kesetaraan yang 

sama, tanpa diskriminasi karena perasaan subjektif, keturunan, keagamaan, atau 

 
63Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174. 
64Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, (Humaniora, 

Vol. 3, No. 2, Oktober 2012), hlm. 346. 
65 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, (Jakarta : Mizan, 2014), hlm. 483 
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status sosial. Sebagai konsekuensi dari ketidakadilan yang terjadi selama 

pemerintahan pra-Indonesia, perlakuan yang berbeda—prinsip perbedaan—

harus diciptakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada dalam 

kehidupan kebangsaan. Ini akan dilakukan dengan menyelaraskan pemenuhan 

hak individu dengan penunaian kewajiban sosial.66 

Kesehatan, pendidikan, jaminan pelayanan sosial, perlindungan, dan 

keamanan adalah beberapa hak dasar masyarakat Indonesia untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia. Negara harus memastikan bahwa hal-hal di atas 

diterapkan secara adil dan merata: pendidikan yang merata di seluruh Indonesia 

dan kesehatan yang merata di seluruh pulau dan desa. begitu juga dengan 

jaminan pelayanan sosial dan perlindungan, keadilan ekonomi, dan keamanan. 

Dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, kesadaran keadilan ekonomi 

ini pertama kali muncul di kalangan pedagang "pribumi" dan kalangan 

inteligensia independen, yang merupakan strata sosial baru yang sedang 

berkembang. "Kaum Mardhika"—atau Vrije Burgers—adalah kelompok orang 

yang tidak bergantung pada pemerintahan dan ekonomi kolonial untuk 

mendapatkan uang.67 

Sila keempat dan kelima Pancasila sangat terkait satu sama lain. Yudi 

Latif menyatakan bahwa sila keempat mengandung prinsip “demokrasi politik”, 

dan sila kelima mengandung prinsip “demokrasi ekonomi”. Dua di antaranya 

menunjukkan keinginan bangsa untuk melepaskan diri dari penindasan politik 

 
66 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta : PT 

Gramedia, cetakan ketiga, 2011), hlm. 584-585 
67 Ibid,.. hlm. 512 
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dan ekonomi penjajahan; mereka memuliakan daulat rakyat dengan mendorong 

partisipasi warga di bidang politik dan ekonomi.68 

Menurut Yudi Latif, pernyataan Soekarno di atas merupakan penegasan 

kembali hak-hak dan persamaan ekonomi dan politik untuk memastikan bahwa 

semua rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan secara 

keseluruhan. sebuah upaya gigih untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara 

penduduk Indonesia. Soekarno menganggap inisiatif keadilan sosial ini sebagai 

“protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.”69 Ini dapat dianggap 

sebagai titik tertinggi demonstrasi anti-kolonialisme-individualisme di 

Indonesia. 

Dengan demikian, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia adalah janji penting dari Pancasila dan UUD 1945 yang harus 

diperjuangkan secara bersamaan, terutama karena negara memiliki tanggung 

jawab utama untuk menerapkan ketatanegaraan. 

Yudi Latif menyatakan bahwa alam pemikiran Pancasila memberikan 

komitmen yang luas untuk keadilan. Negara bertanggung jawab untuk 

mewujudkan keadilan sosial, setidaknya dalam kerangka: 

1) Menciptakan relasi yang adil di semua tingkat sistem 

(kemasyarakatan); 

2) Membangun struktur yang memberikan kesempatan yang sama; 

3) Memfasilitasi akses ke informasi, layanan, dan sumber daya yang 

diperlukan; dan 

 
68 Ibid,.. hlm. 548 
69 Ibid,.. hlm. 583 
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4) Mendukung partisipasi yang signifikan setiap orang dalam 

pengambilan keputusan.70 

Selain itu, konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan 

kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan upaya emansipasi dalam 

rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda-benda, 

pemulihan martabat kemanusiaan, peningkatan solidaritas kebangsaan, dan 

penguatan kedaulatan rakyat. 

b. Teori Menengah (Midle Range Theory): 

1. Teori Sistem Hukum 

Telolri hukum adalah te lolri bidang hukum yakni be lrfungsi melmbelrikan 

argumelntasi yang me lyakinkan bahwa hal-hal yang dijellaskan itu adalah ilmiah, 

atau hal-hal yang dije llaskan itu me lmelnuhi standar telolritis.71 Untuk mellmbahas 

masalah yang bellrkailtan dellngan tantangan yang me llnghalangi l upaya pellnellgakan 

hukum, Lawrellncell M. Fri lelldman mellncilptakan tellolril silstellm hukum, yang 

mellncakup : 

a) Struktur hukum (Lellgal Structurell), yailtu bagilan-bagilan yang be llrgellrak di l 

dalam suatu me llkanilsmell silstellm atau fasi lliltas yang ada dan di lsilapkan 

dalam silstellm. Mi lsalnya kellpollilsilan, kelljaksaan, pellngadillan. 

b) Substansil Hukum (Lellgal Substancell), yailtu hasill aktual yang di ltellrbiltkan 

ollellh silstellm hukum, mi lsal putusan hakilm bellrdasarkan Undang-undang. 

c) Budaya Hukum, juga dilkellnal sellbagail "Budaya Hukum", me llncakup silkap 

publilk, prilnsilp, dan ke llsadaran molral yang me llndo lrolng o lpellrasil silste llm 

hukum, dan se llluruh ko lmpolnelln yang me llnellntukan bagailmana si lstellm 

 
70 Ibid,.. hlm. 585 
71 Juhaya S Praja,  Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53 
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hukum mellmpellrollellh tellmpat yang tellpat dalam kellrangka budaya 

masyarakat. 

Dellngan dellmilkilan untuk dapat bellrolpellrasilnya hukum de llngan bailk, hukum iltu 

mellrupakan satu kellsatuan (silstellm) yang dapat dilpellrtellgas se llbagail bellrilkut : 

a) Struktural mellncakup struktur si lstellm, yang me llncakup struktur lellmbaga 

hukum folrmal, hubungan antara me llrellka, hak dan kellwajilban. 

b) Substansil mellncakup i lsil nolrma-nolrma hukum se llrta pellrumusannya 

maupun cara pe llnellgakannya yang be llrlaku bagil pelllaksanaan hukum 

maupun pellncaril kelladillan. 

c) Kultur pada dasarnya tellrdilril daril nillail-nillail yang mellndasaril hukum yang 

bellrlaku; ilnil adalah i ldell-ildell abstrak te llntang apa yang di langgap bailk dan 

buruk. Nillail-nillail tellrsellbut, lazilmnya me llrupakan pasangan nillail-nillai l 

yang mellncellrmilnkan dua kelladaan ellkstrilm yang harus di l sellrasilkan. 

O ltjell Salman bellrpellndapat bahwa si lstellm hukum harus me llmillilkil mellkanilsme ll 

pellngilntellgrasilan hukum dan bahwa pe llmbangunan hukum harus me llncakup tilga 

elllellmelln dil atas, yang se llcara illmilah dillakukan melllaluil langkah-langkah stratellgils, 

Mulail daril pellrsilapan undang-undang (lellgilslatiloln planni lng).72 Parsoln 

mellngusulkan gagasan bahwa e llmpat (ellmpat) hal harus di lselllellsailkan tellrlellbi lh 

dahulu agar silstellm hukum bellrolpellrasil dellngan lancar: 

1) Masalah lellgiltilmasil (yang mellnjadil landasan bagil pellnataan kellpada aturan-

aturan).  

2) Masalah ilntellrprellstasil (yang mellnyangkut so lal pe llnelltapan hak dan 

kellwajilban subyellk, melllaluil prolsells pellnellrapan aturan te llrtellntu). 

 
72 Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka 

Kembali, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 153-154 
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3) Masalah sanksil (mellnellgaskan sanksil apa, bagailmana pe llnellrtapannya dan 

silapa yang mellnellrapkannya). 

4) Masalah yurildils yang me llnellntukan si lapa yang me llmillilkil oltolriltas untuk 

mellnellrapkan aturan hukum dan si lapa yang dilbellril wellwellnang untuk 

melllakukannya.73 

 

c. Teori Terapan (Applied Theory): 

1. Teori Restorative Justice 

Tellolril rellstolratilf justilfilkasil mellmbantu mellngatasil kelllellmahan mellnggunakan 

melltoldell rellprellsilf dalam pellnyelllellsailan pellrkara pildana kolnvellnsilolnal. Salah satu 

kelllellmahan pellndellkatan rellprellsilf dalam pellnyelllellsailan pellrkara pildana adalah 

folkusnya pada pellnahanan dan hukuman tellrhadap pelllaku, mellskilpun kolrban telllah 

mellnjalanil hukuman pellnjara. 

Mellrellka yang telllah dilhukum tildak dapat bellradaptasil atau tellrilkat dellngan 

lilngkungan solsilal daril mana mellrellka bellrasal. Hal ilnil dapat mellnyellbabkan rasa 

dellndam yang bellrtahan lama dan dapat mellmilcu pellrillaku krilmilnal baru. Mellto lde ll 

pellnyelllellsailan pildana rellprellsilf tildak dapat mellnyelllellsailkan kasus sellcara 

mellnyellluruh, tellrutama dalam kasus antara pelllaku dan kolrban sellrta 

lilngkungannya. Ilnil dilsellbabkan ollellh fakta bahwa pelllaku dan kolrban tildak tellrlilbat 

dalam prolsells mellmbuat kellputusan tellntang kasus. Namun, pada kellnyataannya, 

Pellnyelllellsailan masalah harus mellnghasillkan kelluntungan yang adill kellpada pilhak 

yang tellrlilbat dalam pellrkara tellrsellbut.74 

 
73 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 15 
74 Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah 

disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian 

yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2 
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Tellolril pellmildanaan awalnya bellrfolkus pada pellran pelllaku, telltapil kellmudilan 

bellralilh kell pellran pellntilng kolrban. Tellolril pellmildanaan kolntellmpolrellr bellrfolkus pada 

pellnyelllellsailan pellrkara pildana yang mellnguntungkan bailk pelllaku, kolrban, maupun 

masyarakat. Tildak adill untuk mellnyelllellsailkan suatu kasus pildana hanya dellngan 

mellmpellrhatilkan kellpellntilngan pelllaku dan kolrban. O llellh karellna iltu, dilpellrlukan 

suatu tellolril tujuan pellmildanaan yang mellncakup sellmua aspellk pellnyelllellsailan kasus 

pildana, tellrmasuk kolrban, pelllaku, dan masyarakat. Akilbatnya, dilpellrlukan 

gabungan tellolril-tellolril.75 

Rellstolratilvell justilcell dildasarkan pada tilga prilnsilp utama, yailtu: 

a. Thellrell bell a rellsto lratiloln tol tholsell whol havell bellelln ilnjurelld (Mellrellka yang 

mellngalamil kellrugilan karellna kelljahatan mellndapatkan pellmulilhan). 

b. Thell olffellndellr has an olppolrtunilty tol bell ilnvollvelld iln thell rellstolratiloln ilf the lly 

dellsilrell (Pelllaku mellmillilkil kellsellmpatan untuk tellrlilbat dalam pellmulilhan 

kelladaan (rellstolrasil). 

c. Thell colurt systellms rollell ils tol prellsellrvell thell publilc olrdellr and thell colmmunilts 

rollell ils tol prellsellrvell a just pellacell (Pellngadillan mellnjaga kelltellrtilban umum, 

dan masyarakat mellnjaga pellrdamailan yang adill). 

Lellbilh daril dua dellkadell yang lalu, kolnsellp Rellstolratilvell Justilcell muncul sellbagail 

pellnggantil untuk pellnyelllilaan kasus pildana anak. Mellnurut Kelllolmpolk Kellrja 

Pellradillan Anak Pellrsellrilkatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rellsto lratilvell Justilcell adalah 

prolsells dil mana sellmua pilhak yang tellrlilbat dalam tilndakan krilmilnal tellrtellntu 

bellrkumpul untuk mellnyelllellsailkan masalah dan mellmilkilrkan cara mellngatasi l 

kolnsellkuellnsil pada masa mellndatang. Pada dasarnya, dilslellksil (kellbiljakan) dan 

 
75 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 

hlm. 81 
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dilvellrsil adalah melltoldell yang dilgunakan untuk melllakukan pro lsells ilnil. Dellngan kata 

lailn, prolsells ilnil bellralilh daril pellradillan pildana kell luar prolsells folrmal dan 

dilselllellsailkan melllaluil pellrundilngan.76 

 

G. Metode Penelitian 

 

Me lltoldell pe llne llli ltilan adalah suatu melltoldell cara ke llrja untuk dapat me llmahami l 

olbye llk yang mellnjadil sasaran daril illmu pe llnge lltahuan yang bellrsangkutan. Melltoldell 

adalah pelldolman cara se llolrang illmuwan me llmpelllajaril dan me llmahamil li lngkungan- 

li lngkungan   yang   di lpahamil. 29   Se lldangkan   pe llne lllilti lan   adalah   suatu   cara   

yang di ldasarkan pada me llto ldell si lste llmati lka dan pe llmi lki lran tellrte llntu yang be llrtujuan 

untuk mellmellcahkan suatu masalah yang be llrsi lfat i llmilah. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- 

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum 

yang dihadapi.134Dalam penulisan tesis ini metode135 penelitian yang dipilih 

adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).136 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif analis. 

Pendekatan ini melibatkan kajian yang meliputi satu variabel atau lebih, dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait topik yang sedang diteliti. 

Pendekatan deskriptif analisis digunakan karena hasil penelitian tidak berfokus 

pada pengujian hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan lebih 

kepada pemaparan dan penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

 
76 Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Penerapan Restorative 

Justice Pada Tindak Pidana Anak”, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 2. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu 

penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tellknilk pellngumpulan data yang 

dilgunakan dalam pe llnellliltilan ilnil adalah Pellnellliltilan Ke llpustakaan (Lilbrary Rellsellarch), 

dan Pe llnellliltilan Lapangan (Filellld Rellsellarch). Pellnellliltilan ilnil dillakukan de llngan cara 

mellngumpulkan bahan-bahan kellpustakaan, bellrupa sumbellr bahan hukum pri lmellr, 

sellkundellr, dan tellrsilellr yang be llrkailtan dellngan o lbjellk pellnellliltilan ilnil. Pe llnellliltilan ilnil lellbilh 

banyak dillakukan tellrhadap data yang bellrsilfat sellkundellr yang ada dil pellrpustakaan. 

Adapun data yang dilgunakan dalam pellnellliltilan ilnil adalah data sellkundellr yang 

dilpellrollellh daril sumbellr bahan hukum prilmellr, sellkundellr, dan tellrsilellr. 

a. Bahan hukum prilmellr, yailtu bahan-bahan yang be llrsumbellr daril pellraturan-

pellraturan pellrundang-undangan yang ada, di lmana yang telllah 

dilkoldilfilkasilkan antara lailn sellbagail bellrilkut: 

1) Undang-Undang Dasar Nellgara Rellpublilk Ilndolnellsila Tahun 1945; 

2) Kiltab Undang-undang Hukum Pi ldana (Welltbo lellk van Strafre llcht, 

Staatsblad 1915 Nol. 73) 

3) Undang-Undang Nolmolr 22 Tahun 2009 Tellntang Lalu Lilntas dan 

Angkutan Jalan; 

4) Undang-Undang  No lmolr  2  Tahun  2002  Tellntang  Ke llpollilsilan Rellpubli lk 

Ilndolnellsila; 

5) Perpol Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Restorative Justice dalam 

penyelesaian perkara pidana. 
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b. Bahan hukum se llkundellr: Fungsilnya adalah untuk me llnje lllaskan bahan hukum 

prilmellr, yang dapat be llrasal daril pellndapat para ahlil hukum, buku, arti lkelll, 

jurnal, skrilpsil, dan si ltus we llb yang o lbjellk pellnellliltilan me llrellka adalah hukum 

yang bellrkailtan dellngan masalah tellrsellbut.77 

4. Metode Analisis Data 

 

Data yang telllah di lpe llrolle llh te llrse llbut kellmudi lan di lanali lsa de llngan analilsa 

kualiltati lf, yai ltu anali lsa data de llngan ti ldak me llnggunakan angka-angka, telltapil data 

yang di lpe llrolle llh me lllelllauil pellne lllilti lan. Melltoldell kuali ltatilf adalah suatu cara anali lsi ls 

hasi ll pe llnelllilti lan yang me llnghasi llkan data de llskri lpti lf analilti ls, yailtu data yang  

di lnyatakan  olle llh  rellspolnde lln  sellcara  te llrtuli ls  maupun  li lsan  sellrta  juga tilngkah laku 

yang nyata, yang dilte llli ltil dan di lpe lllajaril se llbagail se llsuatu yang utuh78, di lmana dellngan 

me lltoldell i lnil di lharapkan akan dilpe llrolle llh data yang je lllas mellnge llnail polkolk 

pe llrmasalahanya. 

Pellnellliltilan yang dillakukan dalam Tellsils ilnil tellrmasuk kell dalam tilpell pellnelllilti lan 

hukum nolrmatilf. Pellngo llahan data pada hakellkatnya mellrupakan ke llgilatan untuk 

melllakukan analilsa tellrhadap pellrmasalahan yang akan di lbahas. Analilsils data 

dillakukan dellngan:79 

a. Mellngumpulkan bahan-bahan hukum yang re lllellvan de llngan pellrmasalahan 

yang diltellliltil; 

b. Mellmillilh kaildah-kaildah hukum atau dolktriln yang sellsuail dellngan pellnellliltilan; 

 
77 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

(Bandung, Mandar Maju, 1995), hlm 6 
78 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153 
79Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm 45. 
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c. Mellnsilstellmatilsasilkan kaildah-kaildah hukum, asas atau do lktriln; 

d. Mellnjelllaskan hubungan-hubungan antara bellrbagail kolnsellp, pasal atau 

dolktriln yang ada, mellnarilk kellsilmpulan dellngan mellnggunakan pellndellkatan 

dellduktilf. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulis Untuk memulai penulisan tesis, diperlukan penyusunan sistematika 

penulisan yang jelas. Berikut adalah struktur sistematika yang akan digunakan 

dalam penulisan tesis ini: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari beberapa aspek 

dan alasan adanya penulisan ini yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode 

Penelitian , Dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II tentang tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang 

Kecelakaan Lalu Lintas meliputi: Pengertian Kecelakaan Lalu 

Lintas, Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas, Faktor Penyebab 

Kecelakaan Lalu Lintas, Tinjauan Tentang Peran Kepolisian 

meliputi: Pengertian Kepolisian, Fungsi dan Peran Kepolisian, 

Tinjauan Tentang Restorative Justice meliputi: Pengertian 

Restorative Justice, Tujuan Restorative Justice, Tinjauan Tentang 

Restorative Justice dalam Perspektif Islam, lalu yang terakhir 

pembahasan mengenai Penelitian Terdahulu : Penyelesaian 



38  

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan 

Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian 

Resor Kota Jambi. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan berisi kajian 

yang mengacu pada rumusan masalah yaitu: Pellran Kellpollilsilan 

Dalam I lmplellmellntasil Rellstolratilvell Justilcell Pada Tilndak Pildana 

Lalu Lilntas Di l Pollrellsta Tanjungpilnang, Hambatan Yang 

Dilhadapil O llellh Ke llpollilsilan Dalam Pe llnellrapan Rellstolratilvell Justilce ll 

Pada Tilndak Pildana Lalu Lilntas. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan penutup dari penulisan, di mana dijelaskan 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisis yang telah dipaparkan 

sebelumnya, serta memberikan saran singkat terkait dengan topik 

yang telah dibahas pada bagian isi penelitian ini.



39  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas 

 

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 tahun 

2009), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak 

disengaja terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna 

jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. 

Menurut H.W. Heinrich, kecelakaan terjadi ketika aksi dan reaksi objek, 

bahan, atau radiasi menyebabkan kerusakan atau kemungkinan kerusakan.80 

Menurut DA Colling, dikutip oleh Marc M. Schneier, setiap kejadian yang tidak 

direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, keadaan, faktor 

lingkungan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses 

kerja dan dapat menyebabkan cedera, sakit, kematian, kerusakan properti, atau 

kejadian yang tidak diinginkan lainnya.81 

Kecelakaan tidak hanya menyebabkan trauma atau kecacatan, tetapi juga 

sering menyebabkan kematian. Seiring panjang jalan dan banyaknya pergerakan 

kendaraan, kasus kecelakaan sangat sulit untuk dihindari dan cenderung meningkat. 

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan secara teknis sebagai kejadian yang disebabkan 

oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random Multy Factor Event). Dengan 

kata lain, penyebab kecelakaan bukan disebabkan oleh kesengajaan pelaku, tetapi 

 
80 H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach, (New York: 

McGrawHill, 1980), hlm. 22 
81 Marc M. Schneier, CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability 

and Insurance Claims, (Chicago: American Bar Asscociation, 1999), hlm. 14 
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kelalaian pelaku. 

Seiring panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan, kasus 

kecelakaan berat diminimalkan dan cenderung meningkat. Berdasarkan beberapa 

definisi, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang 

tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadi, 

sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan 

menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, atau kerugian harta benda pada 

pemilik kendaraan (korban). 

2. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas 

Kecelakaan dikategorikan berdasarkan beberapa faktor berikut ini:82 

1. Berdasarkan Lokasi Kecelakaan;  

a. Lokasi jalan lurus 1 lajur, 2 lajur maupun 1 lajur searah atau berlawanan 

arah; 

b. Tikungan; dan  

c. Jalan Persimpangan 

2. Berdasarkan Waktu Terjadinya Kecelakaan; 

Jenis kecelakaan ini ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 

jam, 2 jam, dll. Direktorat Lalu Lintas POLRI membagi waktu kecelakaan ini 

menjadi bagian-bagian sebagai berikut:83 

 
82 Panjaitan Taruli, Analisa Kecelakaan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Jakarta, (Jakarta: 

Karya Tulis, FTUI, 1989) 
83 Mabes Polri, Polantas dalam Angka Tahun 2000, (Jakarta: Ditlantas POLRI, 2001) 
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a) Pukul 6.00 – 9.00 

b) Pukul 10.00 – 13.00 

c) Pukul 14.00 – 17.00 

d) Pukul 18.00 – 21.00 

e) Pukul 22.00 – 01.00 

f) Pukul 02.00 – 05.00 

Gambar 2.1 Berdasarkan Waktu Terjadinya Kecelakaan 

 

Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024 

 

3. Berdasarkan Korban Kecelakaan; 

a) Kecelakaan Luka Fatal 

Kecelakaan Luka Fatal adalah kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian atau korban jiwa. 
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b) Kecelakaan Luka Berat 

Kecelakaan Luka Berat adalah Kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan luka pada korban yang dapat membahayakan jiwa dan 

membutuhkan perawatan medis tambahan dikenal sebagai kecelakaan 

luka berat. 

c) Kecelakaan Luka Ringan 

Kecelakaan Luka Ringan merupakan Kecelakaan yang menyebabkan 

korban mengalami luka yang tidak membahayakan jiwa dan tidak 

membutuhkan perawatan rumah sakit disebut kecelakaan luka ringan. 

 

Gambar 2.2 Berdasarkan Korban Kecelakaan 

 

Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024 
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4. Berdasarkan Cuaca; 

Cuaca terbagi menjadi beberapa jenis menurut Buku Laporan Kejadian 

Kecelakaan Divisi Manajemen Lalu Lintas Jasa Marga: 

a) Cerah 

b) Hujan gerimis 

c) Hujan Lebat 

d) Kabut 

e) Mendung 

5. Berdasarkan Posisi Kecelakaan 

a) Tabrakan secara menyudut (angle)  

Tabrakan secara menyudut (angle) merupakan tabrakan antara dua 

mobil yang tidak berjalan pada arah yang sama tetapi juga tidak 

berjalan pada arah yang berlawanan. Biasanya terjadi di sudut siku-siku 

(sudut kanan) di titik pertemuan jalan. 

b) Menabrak bagian belakang (rear end)  

Menabrak bagian belakang (rear end) adalah ketika kendaraan 

menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang 

sama—biasanya di jalur yang sama. 

c) Menabrak bagian samping / menyerempet (side swipe)  

Menabrak bagian samping / menyerempet (side swipe) adalah ketika 



44  

sebuah kendaraan menabrak kendaraan lain dari samping sambil 

berjalan pada arah yang sama atau berlawanan, biasanya pada jalur 

yang berbeda. 

d) Menabrak bagian depan (head on)  

Menabrak bagian depan (head on) merupakan tabrakan antara dua 

mobil yang berjalan berlawanan arah. 

e) Menabrak secara mundur (backing) 

f) Kehilangan kontrol 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya 

Gambar / Lambang Klasifikasi Keterangan / Kemungkinan 

 
Tabrak Belakang 

- Terjadi pada satu ruas jalan 

searah 

- Pengereman mendadak 

- Jarak kendaraan yang tidak 

terkontrol 

 
Tabrak Depan 

Terjadi pada jalan lurus yang 

berlawanan arah 

 

Tabrak Samping 

- Terjadi pada jalan lurus dan 

searah 

- Pelaku menyiap kendaraan 

 

Tabrak Sudut 

- Terjadi pada jalan lurus lebih 

dari 1 lajur / line dan pada 

persimpangan jalan. 

- Kendaraan yang mau menyiap. 
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- Tidak tersedia pengaturan 

lampu lalu lintas atau rambu – 

rambu pada persimpangan jalan 

 
Kehilangan 

Kontrol 

- Mengemudikan kendaraan 

dengan kecepatan tinggi pada 

saat hujan sehingga kemudi 

tidak dapat dikendalikan 

- Terjadi pada saat pengemudi 

kehilangan konsentrasi. 

- Kendaraan mengalami 

kehilangan kendali. 

Sumber: Djoko Setijowarno,2003, Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi 

 

 

Gambar 2.3 Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya 

 
Sumber: Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024 
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3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kombinasi dari dua atau bahkan 

ketiga faktor tersebut. Faktor manusia, faktor prasarana (jalan), faktor sarana 

(kendaraan), dan faktor lingkungan atau cuaca adalah empat kategori penyebab 

kecelakaan. 

1) Faktor Manusia 

Faktor manusia menyumbang 91% kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

(DKTD, 2006). Faktor manusia dapat dibagi menjadi dua kategori: kondisi 

pengemudi dan usia pengemudi. 

a. Kondisi Pengemudi 

Ada lima faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan: pengemudi 

secara fisik, kurangnya kedisiplinan dan pemahaman tentang lalu 

lintas, keterampilan pengemudi, jarak pandang yang kurang (dalam 

menjaga jarak aman antar kendaraan), dan melanggar batas kecepatan 

maksimum kendaraan. 

b. Usia Pengemudi 

Berdasarkan usia, pelaku kecelakaan lalu lintas sebagian besar berusia 

antara 22 dan 30 tahun. Usia berikutnya adalah antara 31 dan 40 tahun, 

yang dianggap memiliki emosi yang paling stabil, kecepatan, dan 

reflek dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Mereka juga 

biasanya sangat mobilitas di jalan. Jika pelaku kecelakaan golongan 

ini juga menjadi korban, mereka adalah golongan usia yang paling 

produktif. 
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Tabel 2.2 Tabel Elemen Utama Faktor Pemakai Jalan 

FAKTOR FISIOLOGIS FAKTOR PSIKOLOGIS 

Sistem Saraf ( Nervous System) Motivasi ( Motivation ) 

Penglihatan (Vision) Kecerdasan ( Intelligent ) 

Pendengaran (Hearing) Pengalaman ( Experience) 

Stabilitas perasaan (Stability Sensation) Emosi ( Emotion ) 

Sensasi / rasa lain, mis: sentuhan, bau Kedewasaan ( Maturity ) 

Modifikasi, mis: mabuk, kelelahan Kebiasaan ( Habits ) 

Sumber: I Wayan Krisna Yasa, Tugas Akhir, FTUI, 2000 

 

2) Faktor Prasarana (jalan) 

Tingkat resiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 

ketidaklayakan kendaraan sangat tinggi, yang memerlukan ketegasan dari 

pihak berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut. Persentase rata-rata 

kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas selama empat tahun 

terakhir adalah 62,62 persen, diikuti oleh mobil penumpang sebesar 36%, 

kendaraan barang sebesar 29,62%, dan bus sebesar 10,56%. Apabila 

kendaraan tidak dapat dikendalikan dengan benar, misalnya karena kondisi 

teknis jalan atau karena pengguna yang tidak sesuai dengan peraturan, 

kendaraan dapat menjadi penyebab kecelakaan. 

 

3) Faktor Saran (kendaraan) 

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan 

termasuk dalam kategori berikut:  

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan: kondisi 
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permukaan perkerasan ini sangat berkaitan dengan keselamatan dan 

kenyamanan dan sangat berkaitan dengan kelicinan dan kecepatan. 

Dengan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Berkurangnya koefisen gesekan, yang terutama disebabkan 

oleh cuaca, kotoran lumpur, dan tumpahan minyak, adalah penyebab 

kelicinan; 

b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perbaikan jalan; 

c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan; dan 

d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu lalu lintas. 

4) Faktor Lingkungan 

Kegiatan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan.Ini 

memengaruhi cara pengemudi mengatur kecepatan mereka (mempercepat, 

tetap, memperlambat, atau berhenti). Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak 

terbatas pada, kondisi lingkungan: 

a. Lokasi jalan; 

a) Di dalam kota, misalnya di sekitar pasar, pertokoan, 

perkantoran, sekolah, perumahan, dan sebagainya. 

b) Di luar kota, misalnya di dataran, perdesaan, pegunungan, dan 

sebagainya. 

b. Di lokasi khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit, 

tempat wisata, dan sebagainya. Selain itu, pergantian waktu dari pagi, 

siang, sore, dan malam memberikan intensitas cahaya yang berbeda, 

yang mempengaruhi kondisi jalan yang terang, gelap, atau remang, 

yang berdampak pada pengemudi saat mengendarai. 
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Gambar 2.4 Faktor Penyebab Kecelakaan di Polresta Tanjungpinang 

 
Sumber: Data Faktor Kecelakaan di Polresta Tanjungpinang Tahun 2020-2024 

 

B. Tinjauan Tentang Peran Kepolisian 

1. Pengertian Kepolisian 
 

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.84 

Pengertian penegakan hukum yang lain ialah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum 

disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kepolisian Republik Indonesia 

merupakan instrument penegakan hukum.85 

 Belrdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Te lntang 

 
84 Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, (Jakarta:Pusat Kegiatan Reformasi, 

2001), hlm., 55 
85 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris;Penegakan Hukum, (Yogyakarta: PT Bayu Indra 

Grafika, 1995), hlm., 55. 
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Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk I lndonelsila, delfelnilsil umum daril belrbagail hal yang 

belrkailtan delngan polilsil, telrmasuk pelngelrtilan kelpolilsilan, dilrumuskan dalam 

Undang-Undang telrselbut. Namun, delfelnilsil telntang kelpolilsilan tildak dilrumuskan 

selcara melnyelluruh karelna hanya melmbahas fungsil dan lelmbaga polilsil yang 

dilatur olelh pelraturan pe lrundang-undangan.86 

Melnurut Kamus Be lsar Bahasa Ilndonelsila (KBBI l), polilsil adalah organilsasi l 

yang melnjaga kelamanan, ke ltelntraman, dan keltelrtilban umum (me lnangkap orang 

yang mellanggar hukum), dan bagilan daril pelmelrilntah (pe lgawail nelgara yang 

melnjaga kelamanan dan keltelrtilban).87 

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah 

Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.88 Jadi 

pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh 

pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamya urusan-urusan keagamaan 

seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.89 

Van vollenhoven menyebutkan bahwa “polisi” (“politei”) kedalam unsur 

pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan 

perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Institusi 

pemerintahan termasuk kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan 

hukum, dengan arti lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan 

menyelenggarakan kepentingan umum.90 

 
86 H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya: Laksbang 

Mediatama, 2007), hlm.53. 
87 W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), 

hlm. 763. 
88 Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, (Bandung: Sespimpol,1989), hlm.,2 
89 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) hlm. 13. 
90 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, (Yogyakarta, Laksbang 

Pressindo, 2005), hlm 39. 
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Melnurut Dr. Sadjiljono, pakar illmu hukum I lndonelsila, ilstillah "polilsil" 

melnunjukkan fungsil dan organ pe lmelrilntah nelgara, se ldangkan "ke lpolilsilan" 

melnunjukkan fungsil dan organ se lbagail lelmbaga pelmelrilntahan yang te lroganilsasi l 

dan telrstruktur dalam struktur ne lgara. Tetapi juga memiliki se lbagail fungsi l, 

melmillilkil tugas, we lwelnang, dan mempunyai tanggung jawab untuk 

mellaksanakan fungsi lnya, telrmasuk melnjaga kelamanan dan ke ltelrtilban 

masyarakat, pelnelgakan hukum, pe lrlilndungan, pelngayom, dan pe llayan 

masyarakat.91 

 

2. Fungsi dan Peran Kepolisian 
 

Kelpolilsilan melmillilkil dua dilmelnsil: yurildils dan sosilologils. Dalam dilmelnsi l 

yurildils, kelpolilsilan telrdilril daril atas fungsil kelpolilsilan umum dan fungsi l kelpolilsilan 

khusus.92 

Daril pelrspelktilf sosilologils, fungsil kelpolilsilan me lncakup pelkelrjaan-

pelkelrjaan telrtelntu yang di langgap pelrlu dan melnguntungkan untuk me lnjaga 

kelamanan dan ke ltelrtilban dil lilngkungannya. Pe lkelrjaan-pelkelrjaan ilnil selcara 

hilstorils dillakukan olelh masyarakat se lcara sadar dan se lcara sukarella, dan 

kelmudilan mellelmbaga dalam tata kelhildupan masyarakat.93  

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak 

hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial 

worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). 

Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu 

 
91 Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, 

(Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6 
92 H. Pudi Rahardi, Op. Cit,. hlm.57. 
93 Ibid,.. hlm. 58 
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace & order maintenance) dalam 

penegakan hukum (law enforcement).94 

Polilsil melmillilkil tilga fungsi l utama untuk melnjaga kelamanan dan ke ltelrtilban 

masyarakat:95 

a. Fungsil Prelelmptilf: Se lmua upaya dan pe lmbilnaan masyarakat be lrtujuan 

untuk melmbantu me lncelgah dan melnangkal gangguan ke lamanan dan 

keltelrtilban masyarakat telrhadap pelraturan nelgara. 

b. Fungsil Prelvelntilf: Se lmua upaya kelpolilsilan untuk melmulilhkan kelamanan 

dan keltelrtilban masyarakat, telrmasuk melnjaga kelsellamatan orang dan 

harta belnda melrelka, se lrta melmbelrilkan pelrlilndungan dan pe lrtolongan, 

khususnya melncelgah tilndakan lailn yang dapat me lngancam atau 

melmbahayakan ke ltelrtilban dan keltelntraman umum.. 

c. Fungsil Relprelsilf, yailtu mellakukan pelnilndakan te lrhadap pellanggaran 

hukum untuk dilprose ls sampail kel pelngadillan yang me llilputil: 

1) Pelnyellildilkan adalah se lrangkailan tilndakan pelnyellildilkan yang 

belrtujuan untuk me lncaril dan melnelmukan suatu pe lrilstilwa yang 

dilduga melrupakan tilndak pildana dan untuk me lnelntukan apakah 

pelnyellildilkan dapat dillakukan selsuail delngan pelraturan hukum. 

2) Pelnyildilkan adalah kumpulan ti lndakan yang di llakukan ole lh 

pelnyildilk se lsuail delngan undang-undang untuk me lncaril dan 

melngumpulkan bukti l untuk melngungkap tilndak pildana dan 

melnelmukan telrsangka. 

3) Tugas dan welwelnang yang dilmillilkil olelh Polilsil 

 
94 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Bahan Seminar, 2005), hlm., 5 
95 Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, 

(Bandung: POLRI, 1995), hlm. 255 
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Selbagailmana dilatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, 

Polilsil melmillilkil dua tugas utama yang di lgarilskan dalam Undang-undang 

telrselbut, selpelrtil yang telrcantum dalam Trilbrata dan Catur Prase ltya Polril: 

a. melmellilhara kelamanan dan keltelrtilban masyarakat; 

b. melnelgakkan hukum; dan 

c. melmbelrilkan pelrlilndungan, pelngayoman dan pe llayanan kelpada 

masyarakat.96 

Sellailn kelwelnangan yang di lbelrilkan olelh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 telntang Ke lpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila dil atas, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pildana (KUHAP) juga me lmbelrilkan 

welwelnang kelpada polilsil untuk mellakukan pelnyellildilkan dan pe lnyildilkan tilndak 

pildana. Pasal 5 ayat (1) KUHAP me lnyatakan bahwa: 

1. Melnelrilma laporan atau pe lngduan daril selselorang telntang adanya tilndak 

pildana; 

2. Melncaril keltelrangan dan barang buktil; 

3. Melnyuruh belrhelntil selselorang yang dilcurilgail dan me lnanyakan se lrta 

melmelrilksa tanda pe lngelnal dilril dan; 

4. Melngadakan tilndakan lailn melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

Welwelnang polilsil selbagail pelnyildilk dalam mellakukan pe lnyildilkan 

dilrumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah : 

1) Melnelrilma laporan atau pelngaduan daril selselorang telntang adanya tilndak 

pildana; 

2) Mellakukan tilndakan pe lrtama pada saat diltelmpat keljadilan; 

 
96 Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 
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3) Melnyuruh belrhelntil selselroang telrsangka dan me lmelrilksa tanda pelngelnal 

dilril telrsangka; 

4) Mellakukan pelnahanan, pelnahanan, pelnggelleldahan, dan pelnyiltaan; 

5) Mellakukan pelmelrilksaan dan pelyiltaan surat; 

6) Melngambill sildilk jaril dan melmotrelt selselorang; 

7) Melmanggill orang untuk di ldelngar dan dilpelrilksa se lbagail telrsangka atau 

saksil; 

8) Melndatangkan orang ahli l yang dilpelrlukan dalam hubungannya de lngan 

pelmelrilksaan pelrkara; 

9) Melngadakan pelnghelntilan pelnyildilkan; 

10) Melngadakan tilndakan lailn melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te lntang Hukum Acara 

Pildana juga melneltapkan tugas ke lpolilsilan dalam mellaksanakan tugasnya di l 

masyarakat: 

a. Melnjaga keltelrtilban dan kelamanan umum; melncelgah dan me lmbelrantas 

pelnyelbaran pelnyakilt masyarakat; me lnjaga ke lsellamatan orang, barang, 

dan masyarakat, telrmasuk melmbelrilkan pelrlilndungan dan bantuan; dan 

melmastilkan bahwa warga ne lgara dan masyarakat me lngilkutil pelraturan 

nelgara. 

b. Dalam bildang pe lradillan melngadakan pelnyellildilkan atas ke ljahatan dan 

pellanggaran me lnurut keltelntuan-keltelntuan dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pi ldana dan pelraturan Nelgara lailnnya.  

c. Melngawasil alilran-alilran kelpelrcayaan yang daat me lmbahayakan 

masyarakat dan nelgara. 
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e. Mellaksanakan tugas-tugas khusus lailn yang dilbelrilkan kelpadanya ole lh 

suatu pelraturan nelgara. 

Melnurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang 

Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila, dalam me llaksanakan tugas pokok 

telrselbut, Kelpolilsilan Ne lgara Relpublilk Ilndonelsila selcara umum be lrtugas : 

1) Mellaksanakan pelngaturan, pelnjagaan, pelngawalan, dan patroli l telrhadap 

kelgilatan masyarakat dan pelmelrilntah se lsuail kelbutuhan; 

2) Melnyellelnggarakan se lgala kelgilatan dalam me lnjamiln kelamanan, 

keltelrtilban dan kellancaran lalu lilntas dil jalan; 

3) Melmbilna masyarakat untuk me lnilngkatkan parti lsilpasil masyarakat, 

kelsadaran hukum masyarakat se lrta keltaatan warga masyarakat te lrhadap 

hukum dan Pelraturan Pe lrundang-undangan; 

4) Turut selrta dalam pe lmbilnaan hukum masyarakat; 

5) Melmellilhara keltelrtilban dan melnjamiln kelamanan umum; 

6) Mellakukan koordilnasil, pelngawasan, dan pelmbilnaan te lknils telrhadap 

kelpolilsilan khusus, pe lnyildilk pelgawail nelgelril silpill dan be lntuk-belntuk 

pelngamanan swakarsa; 

7) Mellakukan pelnyellildilkan dan pelnyildilkan telrhadap se lmua tilndak pildana 

selsuail delngan hukum acara pi ldana dan pelraturan pe lrundang- undangan 

lailnnya; 

8) Melnyellelnggarakan i ldelntilfilkasil kelpolilsilan, keldoktelran kelpolilsilan, 

laboratorilum fore lnsilk dan psi lkologil kelpolilsilan untuk ke lpelntilngan tugas 

kelpolilsilan;  

9) Mellilndungil kelsellamatan jilwa raga, harta belnda, masyarakat, dan 

lilngkungan hildup daril gangguan keltelrtilban dan atau atau be lncana 
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telrmasuk melmbelrilkan bantuan dan pe lrtolongan de lngan melnjunjung 

tilnggil hak asasil manusila; 

10) Mellayanil kelpelntilngan warga masyarakat untuk se lmelntara se lbellum 

diltanganil olelh ilnstansi l dan atau pilhak yang belrwelnang; 

11) Melmbelrilkan pellayanan kelpada masyarakat se lsuail delngan kelpelntil-

ngannya dalam lilngkup kelpolilsilan; selrta Mellaksanakan tugas lailn selsuai l 

delngan Pelraturan Pelrundang-Undangan. 

 

C. Tinjauan Tentang Restorative Justice 

1. Pengertian Restoratove Justice 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penerapan sebagai 

“perbuatan menerapkan”, dan "penerapan" merupakan suatu perbuatan 

menerapkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan 

untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana. 

Penegakan hukum di Indonesia dianggap sebagai “communis opiniono 

doctorum”, yang berarti tidak dapat memenuhi kewajiban hukum untuk 

mencapai tujuan. Akibatnya, Sistem Keadilan Restoratif menggunakan 

pendekatan sosial budaya daripada normatif sebagai alternatif penegakan 

hukum.97 

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas 

kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice 

dilakukan melalui proses yang melibatkan semua pihak (stakeholder). Salah satu 

cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah melalui proses kerja sama yang 

 
97 Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: 

Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4 
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melibatkan semua pihak yang berkepentingan.98 

Dalam restoratif justice, keadilan memerlukan upaya untuk memulihkan 

atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. 

Pelaku tindak pidana juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

upaya pemulihan tersebut untuk menjaga ketertiban dan perdamaian yang adil. 

Terciptanya keadilan dalam sistem pradilan adalah tujuan utama restorative 

justice. Di mana pun, semua pihak diharapkan memiliki peran yang signifikan 

antara pelaku, masyarakat, dan korban. Diharapkan bahwa pelaku dan korban 

akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk penderitaan dan kerugian yang 

dialami korban. Seseorang yang melakukan kesalahan harus menyadari dan 

bertanggung jawab atas kesalahannya. 

Dalam konteks pemidanaan, pendekatan restorative justice menggunakan 

ide keseimbangan kepentingan sebagai satu arah. Sebenarnya, restorative justice 

dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya 

pada tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Prinsip restorative justice 

didasarkan pada sistem hukum pidana, sehingga para penegak hukum memiliki 

peran dalam menerapkannya di setiap proses penegakan hukum pidana. 

Restorative justice bukan dasar; itu adalah bagian dari keadilan dan proses 

peradilan. Karena dasar di mana lembaga peradilan dibentuk, mereka dapat 

dianggap sebagai filsafat peradilan. Oleh karena itu, restorative justice dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian proses peradilan yang bertujuan untuk 

memulihkan atau merestore segala jenis kerugian yang dialami korban 

 
98 Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 

Purwokerto, 2013. hlm. 4 
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kejahatan, masyarakan, dan pihak yang bersangkutan.99 

2. Tujuan Restorative Justice 

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice, konflik atau 

kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dianggap sebagai konflik yang 

terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan 

dipulihkan oleh seluruh masyarakat. Melalui memberikan korban kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana, lingkaran 

penyelesaian berusaha mewujudkan keseimbangan. Keadilan restoratif adalah 

tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang 

memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk 

mengani kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, menurut 

Umbreit.100 

Susan Sharpe menyatakan bahwa restorative justice didasarkan pada lima—

atau lima—prinsip: 

1) Restorative justice invites full participation and consensus 

Restorative Justice membutuhkan partisipasi dan kesepakatan penuh. Korban 

dan pelaku secara aktif berpartisipasi dalam perundingan untuk mencapai 

penyelesaian menyeluruh dalam hal ini. Selain itu, memberikan kesempatan 

bagi masyarakat yang selama ini merasa terancam keamanan dan ketertiban 

mereka oleh pelaku untuk berbicara tentang masalah tersebut. Surat undangan 

untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat atau wajib, hanya sebatas 

sukarela; namun, jika tidak, pelaku harus diikutkan dalam proses peradilan 

 
99 Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, 

Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 30. 
100 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan 

Restoratif Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) , hlm. 130 
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konvensional. 

2) Restorative justice seeks to heat what is broken 

Restorative Justice berusaha untuk mengembalikan dan menyembuhkan 

kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku. Ini termasuk berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan 

korban atas tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, pelaku juga 

membutuhkan penyembuhan, mereka perlu dibebaskan dari ketakutan dan 

kesalahan mereka. 

3) Restorative justice seeks full and direct accountability 

Dalam Restorative Justice, seseorang yang melakukan pelanggaran harus 

menunjukkan rasa penyesalannya, mengakui kesalahannya, dan menyadari 

bahwa perbuatannya telah merusak orang lain. 

4) Restorative justice seeks to recinite what has been devided 

Dalam upaya Restorative Justice, tujuan adalah untuk menyatukan kembali 

pelaku sebagai anggota masyarakat dengan komunitas mereka yang selama ini 

terisolasi oleh tindak pidana mereka. Ini dicapai melalui proses rekonsiliasi 

antara pelaku dan korban dan mengintegrasikan kembali keduanya ke dalam 

kehidupan normal. Kedua harus dibebaskan dari masa lalunya untuk 

mendapatkan masa depan yang lebih baik. 

5) Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher 

harms 

Restorative Justice membantu masyarakat mencegah kejahatan terulang. 

Meskipun kejahatan merusak kehidupan masyarakat, kejahatan dapat menjadi 

pelajaran bagi masyarakat untuk menciptakan keadilan yang benar-benar 

berlaku untuk semua orang. 
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Menurut Helen Cowie dan Jenniffer, elemen-elemen penting dari keadilan 

restoratif diidentifikasi sebagai berikut:101 

a) Perbaikan berarti keadilan daripada kemenangan, tuduhan, atau pembalasan 

dendam; 

b) Pemulihan hubungan berarti bahwa pelaku kriminal tidak harus dihukum 

karena melakukan kesalahan dan memperbaikinya dengan berbagai cara; 

c) Reintegrasi berarti bahwa korban dan pelaku kriminal dapat mengubah cara 

mereka berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi yang terbuka dan 

langsung daripada hukuman. Ini bertujuan untuk mengajarkan mereka tentang 

efek kekerasan dan kriminalitas serta bagaimana perilaku mereka berdampak 

pada orang lain. 

 

D. Tinjauan Tentang Restorative Justice dalam Perspektif Islam 

Keadilan restoratif merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana 

dalam hukum Islam. Ini diwujudkan dengan berbagai ketentuan, salah satunya adalah 

pilihan untuk menggantikan qisas—prinsip keadilan retributif—dengan diyat, suatu 

jenis kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Diyat tidak 

terbatas pada pembunuhan; itu juga dapat diterapkan pada cedera atau kejadian apa 

pun yang menyebabkan cedera tubuh, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. 

Jika pelaku tidak dapat membayar denda qisas, denda tersebut dapat dikenakan atau 

dibayarkan atas permintaan korban. 

Konsep diyat adalah konsep yang kuat dalam hukum Islam dan dianggap 

sebagai metode keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan 

 
101 Hadi Supeno, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 203 
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kepada korban dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal. 

Secara umum, keadilan restoratif dalam hukum Islam menekankan pentingnya 

keadilan, ketidakberpihakan, dan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh 

pelanggaran pidana. Ini adalah ide unik yang menggabungkan ide-ide keadilan 

restoratif dengan kerangka hukum Islam. Ini menawarkan cara yang luas untuk 

memerangi kejahatan dan memajukan keadilan dalam masyarakat. 

Keadilan restoratif adalah gagasan yang dianut oleh pelaku dan korban untuk 

mencapai penyelesaian konflik secara damai yang mengutamakan musyawarah 

mufakat demi kepentingan keduanya.102 Pendekatan keadilan restoratif ini 

melibatkan korban sepenuhnya dalam proses penyelesaian kasus mereka. Dengan 

perdamaian dan pelaksanaan diyat, para korban atau ahli waris mereka mendapat 

penghormatan yang cukup, dan hak-hak mereka dipulihkan dan dimanusiakan 

kembali seolah-olah tidak ada korban yang terjadi, sehingga persatuan dan hubungan 

kemanusiaan tetap utuh. Di sisi lain, hak korban termasuk hukuman bagi pelaku 

pembunuhan yang terbukti, hukuman qisas (hukuman mati), atau diyat jika 

diampuni.103 Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan korban yang salah satu 

anggota keluarganya terbunuh, yang mungkin memiliki peran penting dalam 

keluarganya. 

Dalam hukum Islam, opsi penggantian qisas—prinsip keadilan retributive 

dengan diyat, suatu bentuk kompensasi, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan 

yang disengaja—memungkinkan keadilan restoratif. Toleransi ini menunjukkan sifat 

hukum Islam yang progresif dan konstruktif, karena bertujuan untuk membangun 

 
102 Dignan J, Understanding Victims And Restorative Justice, (England: Open University Press, 2005), 

hlm. 13 
103 Al-Hasany HM, al-Masuliyyah al-Jazaiyyah fi al-Fiqh al-Ja'fary, (Beirut: Dar al-Ta'aruf al-

Matbu'at, 1987), hlm. 55 
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hubungan positif antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan benar-benar 

penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia. Selain itu, praktik ini menunjukkan 

bahwa peradilan tidak selalu harus bergantung pada sistem peradilan. Sebaliknya, ini 

menawarkan cara yang berbeda untuk menyelesaikan konflik dan mendorong 

rekonsiliasi dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak. 

Dalam hukum Islam, apabila korban atau keluarganya meminta 

pengampunan, ancaman pidana tertentu dapat diganti. Dengan demikian, hukuman 

dalam agama Islam terdiri dari tiga tingkatan: hukuman persamaan, pengampunan, 

dan diat.104 Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dua perspektif tentang 

penyelesaian perkara: paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah 

yang paling dasar dan percaya bahwa pengadilan adalah satu-satunya cara untuk 

menyelesaikan perkara. 

Sebagai alternatif terhadap sistem peradilan hukum pidana konvensional 

dalam berbagai tingkatan, sebagian besar negara common law secara bertahap 

mengadopsi sistem peradilan restoratif. Teori keadilan restoratif dikatakan 

berkembang pada dekade 1970an. 

Bertentangan dengan pernyataan ini, pertimbangan restoratif telah menjadi 

bagian penting dari hukum Islam selama lebih dari satu abad. Sebagai agama yang 

damai dan penuh kasih sayang, Islam tidak boleh diakui hanya karena hukuman 

hudud yang berat, tetapi karena konsep keadilan restoratif, yang telah ada dalam 

hukum Islam sejak abad ketujuh. Konsep diyat unik karena merupakan bantuan 

terbesar yang mungkin diharapkan korban kejahatan. 

Hukum qisas, yang memungkinkan retribusi dalam bentuk natura sebagai 

 
104 Soliman H. “The Potential For Peacebuilding In Islam Toward An Islamic Concept Of Peace”, 

dalam J Relig Conflict Peace, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 322–339 
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salah satu bentuk hukuman, menunjukkan konsep keadilan Islam. Namun, itu masih 

mungkin bagi qisas untuk menggabungkan prinsip dan metode restoratif seperti 

rekonsiliasi dan pengampunan. Faktanya, organisasi dan cendekiawan Islam telah 

mendorong penerapan metode keadilan restoratif dalam hukum qisas, dengan 

menekankan pentingnya penyembuhan dan rehabilitasi hubungan. Ringkasnya, 

keadilan restoratif dalam hukum Islam ditandai dengan penekanan pada 

pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan, serta kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran yang terkandung dalam hukum Islam. 

Karena korban terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pidana, 

keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat mencakup kompensasi, konsiliasi, dan 

pengampunan. Konsep dan mekanisme keadilan restoratif serupa telah diterapkan 

dalam sistem peradilan pidana Islam, seperti yang terlihat dalam kasus hukuman 

jarimah qisas. Hal ini menekankan bahwa para korban membutuhkan sesuatu, bahwa 

masyarakat harus berpartisipasi, dan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab untuk 

memperbaiki kerusakan. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan 

korban, menuntut pelaku bertanggung jawab, dan mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses penyembuhan. Baik pihak yang dirugikan maupun pihak 

yang bertanggung jawab harus berpartisipasi secara sukarela dalam proses ini, karena 

ini adalah proses sukarela. Keadilan restoratif berfokus pada memenuhi kebutuhan 

para korban, memaksimalkan kontribusi dan keterlibatan mereka, dan memperbaiki 

dampak negatif dan membangun kembali hubungan masyarakat. 

Salah satu contohnya adalah tindakan Umar bin Khattab RA yang 

menghukum pencuri. Pencurian adalah salah satu jenis pelanggaran hudud yang 

dianggap sebagai hak Allah, yang berarti negara tidak dapat mengambil bagian dalam 

memutuskan siapa yang boleh dibebaskan. Namun, dengan mempertimbangkan 
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masa paceklik yang terjadi saat itu, Umar dengan cerdik melepaskan pencuri Udzq. 

Kisah Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya legal equity. Namun, keadilan 

moral, keadilan masyarakat, dan keadilan individu semuanya harus dipertimbangkan 

tergantung pada situasi dan situasi. Selain itu, penerapan diskresi dan diversi adalah 

cara Umar menerapkan praktik hukum cutting edge saat ini.105 

E. Penelitian Terdahulu : Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 

Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi 

Penelitian yang dilakukan oleh Chezia Maharany berjudul Penyelesaian Tindak 

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative 

Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini membahas 

bagaimanakah pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas golongan berat ditinjau di wilayah hukum Polresta Jambi, 

Permasalahan yang ditemui dalam melakukan pendekatan Restorative Justice serta 

bagaimana tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah hukum 

Polresta Jambi.

 
105 Fitriani Latifa, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, 

dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta, 2012, hlm. 225 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peran Kepolisian Dalam Implementasi Restorative Justice Pada Tindak 

Pidana Lalu Lintas Di Polresta Tanjungpinang  

Dalam ilmu hukum pidana, tujuan Restorative Justice adalah untuk 

memulihkan kembali keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi. Situasi akan 

berubah ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, hukum 

bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Restorasi 

memiliki arti yang lebih luas dalam proses peradilan pidana konvensional, tetapi 

restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal. Restorasi mencakup pemulihan 

hubungan antara korban dan pelaku. Hubungan ini dapat dipulihkan berdasarkan 

kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban memiliki kesempatan untuk 

memberi tahu pelaku tentang kerugian mereka melalui mekanisme ganti rugi, 

perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya. 

Pada dasarnya, orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak 

dapat dikategorikan sebagai penjahat murni karena sebagian besar disebabkan oleh 

kelalaian daripada kesengajaan. Tidak ada orang yang benar-benar menghentikan 

kecelakaan, sehingga kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai tindak pidana tanpa 

motivasi. Oleh karena itu, tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diproses 

dengan cara yang sama seperti tindak pidana lainnya, yang biasanya diproses secara 

hukum dan dilakukan dengan keras. 

Kepolisian lalu lintas sangat penting dalam proses penyelesaian kasus 

pelanggaran lalu lintas karena mereka terutama dapat menangani pelanggaran lalu 

lintas secara profesional dan berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
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bersangkutan melalui mediasi pidana atau restorative justice.106 

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diterapkan 

selama penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. 

Setelah tindak pidana ringan diselesaikan, fungsi reserse kriminal dapat 

dilaksanakan. Setelah laporan atau pengaduan diterima, atau setelah ditemukan 

secara langsung bahwa ada dugaan tindak pidana, penyelesaian tersebut dilakukan. 

Dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian 

Resor dan Kepala Kepolisian Sektor, penyelesaian ini dicapai. Di lalukuan 

pemulihan hak korban, pelaku, korban, keluarga pelaku, atau pihak lain yang terkait 

telah mengajukan permohonan yang terdiri dari surat pernyatan damai dan bukti. 

Dalam penyelesaian perkara, restorative justice dapat diterapkan melalui 

Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah proses yang memberdayakan 

penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih 

mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan. ADR juga dapat digunakan 

sebagai metode penyelesaian sengketa sebagai pengganti proses pengadilan.107 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat 

dilaksanakan, antara lain: 

a. Persyaratan Umum 

Berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif 

 
106 Zainul Akbar, Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, 

Jurnal Litigasi Amsir, 2023, hlm. 186-202. 
107 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2 
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selama proses reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Dua persyaratan 

umum di atas adalah persyaratan materil dan formil. Berikut adalah contoh 

persyaratan materil: 

1) Tidak menyebabkan keresahan atau penolakan masyarakat; 

2) Tidak menyebabkan konflik sosial; 

3) Tidak berpotensi memecah belah bagsa; 

4) Tidak bersifat radikal atau separatis; 

5) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama setelah putusan 

pengadilan; dan 

6) Tidak pernah melakukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, 

korupsi, atau mengancam nyawa orang. 

Persyaratan formil antara lain: 

1) Kecuali untuk pelanggaran narkoba, perdamaian antara kedua belah 

pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang 

ditandatangani dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

2) Kecuali untuk pelanggaran narkoba, surat pernyataan yang 

ditandatangani oleh korban menunjukkan pemenuhan hak-hak korban 

dan tanggung jawab pelaku. Ini dapat mencakup pengembalian barang, 

pengembalian kerugian, pengembalian biaya, dan pengembalian 

kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran. 

b. Persyaratan Khusus 

Di antara persyaratan tambahan untuk tindak pidana adalah transaksi 

elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan. Sebagai undang-undang diluar kodifikasi, undang-undang ini juga 
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mengatur prosedur beracara untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan 

jalan. Pengaturan tersebut mencakup penyidikan. Menurut undang-undang ini, 

penyidik Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:108 

1. Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. Penyidik tertentu dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 

khusus. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 

penanganan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepuasan para pihak dalam 

penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan bersama dikenal sebagai 

keadilan restoratif, seperti yang ditunjukkan dalam wawancara dengan Bapak 

Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. sebagai Penyidik Pembantu di Satlantas 

Polresta Tanjungpinang. 

Sebagai hasil dari wawancara dengan Bapak Brigadir Chrystoper Gangga 

Saputra L. dikatakan bahwa terkait dengan mekanisme untuk menerapkan 

restorative justice, khususnya dalam hal tindak pidana lalu lintas, kami selaku pihak 

kepolisian mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 

Tahun 2021, karena kami bekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang 

berlaku. Polisi khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan 

proses restorative justice, yang paling sering dilakukan adalah pertemuan 

kelompok keluarga. Pertemuan kelompok keluarga ini melibatkan seluruh keluarga 

pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian masalah hukum. 

  

 
108 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP,(Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), hlm. 34 
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Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. 

salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan restorative 

justice adalah ketika pelaku terluka dalam kecelakaan lalu lintas dan meminta 

damai dengan korban. Sebagai pihak kepolisian, kami memberikan kebebasan 

kepada keluarga pelaku dan korban selama proses penyelesaian kasus tersebut. Jika 

mereka meminta fasilitas, kami pertama kali memberikan fasilitas tersebut kepada 

mereka. Jika ada masalah mengenai keputusan, kami tetap menyerahkannya kepada 

mereka. Setelah itu, ketika para pihak meminta fasilitas tersebut, kami kemudian 

memberikan mereka. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 

2021 sebenarnya tidak mewajibkan kami sebagai pihak kepolisian untuk 

menyediakan fasilitas terkait selama proses penyelesaian masalah tersebut; namun, 

jika pihak memintanya, kami akan menyediakannya.109 

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dimulai dengan 

pemberitahuan dan tawar-menawar penyelesaian perkara di luar pengadilan kepada 

pelaku, keluarganya, dan korban. Penyidik kepolisian biasanya memulai inisiatif 

ini. Penyidik akan menetapkan waktu dan tempat musyawarah jika para pihak 

setuju untuk melakukannya.  

Namun dalam praktiknya di lapangan, beberapa kasus laka lantas ditangani 

secara perdamaian oleh para pihak yang terlibat daripada menggunakan putusan 

pidana. Terutama dalam kasus laka lantas di mana pelaku dan korban mengalami 

cedera berat, pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk berdamai. 

Kesepakatan ini dianggap sebagai prosedur penanggulangan kasus dan dapat 

menyelesaikan pertikaian atau masalah yang terjadi antara pelaku dan korban. 

 
109 Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 

2025, Pukul 13.00 WIB 
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Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, kepentingan korban harus 

menjadi prioritas dalam proses mediasi di luar pengadilan. Artinya, penyidik harus 

benar-benar memperhatikan kepentingan korban selama proses musyawarah agar 

keadilan restoratif dengan memulihkan keadaan semula dapat dicapai. Penyidik 

harus lebih berkonsentrasi untuk memulihkan kerugian korban agar perjanjian 

damai dapat dicapai. Dengan cara yang sama, pihak lain yang diundang dalam 

musyawarah selalu berusaha untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami 

korban dibayar secara wajar. 

Pada tahap selanjutnya, jika proses mediasi di luar pengadilan berhasil, 

penyidik kepolisian harus menguraikan hasil kesepakatan. Hasil musyawarah harus 

ditulis dalam bentuk kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini penting agar hasilnya jelas dan rinci dan 

tidak menimbulkan interpretasi yang salah. 

Setelah kesepakatan dibuat, kesepakatan harus dilaksanakan. Dalam situasi 

ini, kepolisian harus aktif mengawasi pelaksanaan kesepakatan musyawarah. 

Tindakan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara lebih lanjut bergantung 

pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pengawasan aktif dilakukan. Secara 

prosedural, penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan penyidikan jika 

kesepakatan musyawarah belum dipenuhi. Artinya tindak lanjut kesepakatan harus 

dipantau.  

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L, ada 

334 kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan melalui restorative justice dari 

539 kasus dari tahun 2020 hingga 2024. 

Peran Kepolisian dalam Implementasi Restorative Justice pada Tindak 

Pidana Lalu Lintas di Polresta Tanjungpinang 
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Kepolisian, khususnya melalui fungsi reserse kriminal dan satuan lalu 

lintas, memegang peran sentral dalam implementasi restorative justice pada 

penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang. Tugas 

utama polisi dalam konteks ini adalah sebagai fasilitator proses musyawarah antara 

pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian damai 

di luar proses peradilan pidana formal. Proses ini diawali dengan inisiatif dari 

penyidik, yang menawarkan opsi penyelesaian di luar pengadilan kepada para 

pihak, kemudian memfasilitasi pertemuan keluarga (family group conference) 

untuk membahas kemungkinan perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Dalam 

proses musyawarah ini, kepolisian memastikan hak-hak korban tetap menjadi 

prioritas dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai prinsip keadilan 

restorative. 

Implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang mengacu pada 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian secara 

damai lebih banyak diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil, sedangkan untuk kasus dengan 

korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga 

korban cenderung memilih proses hukum hingga ke pengadilan. Setelah tercapai 

kesepakatan damai, penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk mengawasi 

pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut agar benar-benar dijalankan oleh para 

pihak. Jika kesepakatan tidak dijalankan, penyidikan tetap dilanjutkan sesuai 

prosedur hukum yang berlaku. 

Berdasarkan data hasil penelitian, dari 539 kasus kecelakaan lalu lintas yang 

terjadi di Polresta Tanjungpinang selama periode 2020–2024, sebanyak 334 kasus 
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berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian damai cukup signifikan, 

terutama untuk kasus-kasus dengan luka ringan atau kerugian materiil. Namun, 

hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk 

memenuhi tuntutan ganti rugi, alotnya proses musyawarah, serta rendahnya 

pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice. Selain itu, pada kasus 

korban meninggal dunia, keluarga korban umumnya menolak perdamaian dan tetap 

menginginkan proses hukum formal 

Menurut penulis, implementasi restorative justice oleh kepolisian di 

Polresta Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal fasilitasi 

penyelesaian damai pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ringan. Hal ini 

tercermin dari tingginya jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui 

mekanisme ini. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, 

antara lain edukasi kepada masyarakat tentang manfaat restorative justice, pelatihan 

khusus bagi penyidik terkait teknik mediasi, serta penguatan regulasi untuk kasus-

kasus dengan korban berat. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, diharapkan 

implementasi restorative justice dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan bagi 

semua pihak. 
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B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penerapan Restorative 

Justice Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Bagaimana Solusinya 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur tindak pidana apa saja yang 

dapat di restorasi dan cara melakukannya. Hasil wawancara dengan Brigadir 

Chrystoper Gangga Saputra L. Penyidik Pembantu di Polresta Tanjungpinang, 

menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi saat menerapkan restorative 

justice terhadap tindak pidana lalu lintas. 

Dalam penggunaan restorative justice terhadap tindak pidana lalu lintas di 

Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, ada beberapa hambatan yang dihadapi. Salah 

satunya adalah bahwa banyak masyarakat yang berperkara menggunakan restorative 

justice sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk ganti kerugian, meskipun ganti 

kerugian tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang mereka alami.110  

Ada kalanya pelaku kecelakaan lalu lintas biasanya berasal dari keluarga 

miskin. Namun, setiap kesepakatan damai tentu membutuhkan biaya ganti rugi, yang 

bisa menjadi tantangan bagi keluarga pelaku untuk membayarnya. Banyak keluarga 

yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menghadapi kesulitan untuk membayar biaya 

ganti rugi karena kondisi keuangan mereka yang terbatas, meskipun seringkali tuntutan 

ganti rugi dianggap besar. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya harus 

membayar korban. 

Banyak kasus di mana musyawarah di luar pengadilan sangat alot sehingga sulit 

untuk mencapai kesepakatan. Semua orang yang terlibat dalam masalah, termasuk 

 
110 Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 

2025, Pukul 13.00 WIB 
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keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban, terlibat dalam konflik dengan 

mempertahankan pendapat mereka sendiri. 

Lalu hambatan yang terjadi dalam proses restorative justice berdasarkan Hasil 

wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. Penyidik Pembantu di 

Polresta Tanjungpinang adalah Keluarga korban lebih cenderung untuk tetap diam dan 

berusaha agar pelaku dihukum berat jika mereka meninggal dunia. Karena perdamaian 

tidak dapat menghidupkan kembali korban, kasus kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian korban biasanya diselesaikan di pengadilan karena keluarga 

korban tidak bersedia untuk berdamai. Beberapa hal yang menghambat implementasi 

restorative justice termasuk pihak ketiga yang mengganggu dan memaksa korban untuk 

melanjutkan proses pengadilan. Sangat jarang kasus seperti itu dapat diselesaikan 

melalui musyawarah di luar pengadilan.111  

Untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan terpengaruh, pelaku dan 

korban harus dihubungi. Pendekatan terus-menerus digunakan untuk memastikan 

bahwa kedua belah pihak—koran dan pelaku—merasa puas dengan kesepakatan. 

memberi tahu yang terlibat tentang cara menyelesaikan kasus sehingga bermuara pada 

prinsip keadilan. Agar keluarga korban tidak mudah terprovokasi, mereka diberikan 

pemahaman. Prinsip keadilan adalah bahwa tidak ada yang dirugikan dan bahwa 

musyawarah bersama membantu semua orang merasa adil. 

Upaya untuk mengatasi tantangan yang terjadi saat ini tidak akan berhasil 

kecuali didukung oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus 

bekerja sama satu sama lain agar keadilan restoratif dapat berfungsi sebagaimana 

dimaksud. Keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif bergantung pada dua 

 
111 Hasil wawancara dengan Brigadir Chrystoper Gangga Saputra L. pada hari Senin, Tanggal 14 april 

2025, Pukul 13.00 WIB 
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komponen berikut: 

1) Keadilan restoratif akan berhasil dari perspektif masyarakat jika fokus 

masyarakat tidak hanya pada efek jera pelaku tetapi juga pada pemulihan 

kerugian yang dialami korban;  

2) Aparat Pengak Hukum (APH) menyatakan bahwa pencapaian tujuan 

tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga. Dibutuhkan waktu 

yang lama untuk mengubah mentalitas dan partisipasi aktif dari semua pihak, 

termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat, untuk 

mencapai kondisi ideal. Sangat penting untuk mengubah perspektif hukuman 

ke arah restoratif; 

Dalam menerapkan keadilan restoratif, penyidik tidak boleh bergantung 

pada kesepakatan yang dibuat oleh satu pihak; mereka harus melihat apa yang 

dibutuhkan korban dan memberi mereka kendali sebanyak mungkin atas proses 

penyelesaian. Upaya ini memungkinkan penyidik untuk membangun fondasi yang 

lebih kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani kecelakaan lalu 

lintas yang menyebabkan luka berat. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan 

keadilan dan pemulihan bagi semua orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. 

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Polresta Tanjungpinang dalam 

mengatasi hambatan-hambatan penerapan restorative justice antara lain: 

1. Menyusun aturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait penerapan 

restorative justice, khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas berat, agar 

penyidik memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan. 

2. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai 

konsep dan manfaat restorative justice, sehingga masyarakat memahami bahwa 

penyelesaian damai tetap mengedepankan keadilan dan tanggung jawab 
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pelaku. 

3. Mendorong suasana mediasi yang kondusif dengan memberikan ruang bicara 

yang nyaman bagi para pihak, serta jika diperlukan melakukan pertemuan 

terpisah untuk menghindari tekanan emosional atau provokasi dari pihak luar. 

4. Melibatkan tokoh masyarakat, adat, atau agama sebagai mediator atau 

penengah dalam proses mediasi, agar tercipta suasana yang lebih baik dan 

kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terbangun. 

5. Memberikan pelatihan khusus kepada penyidik mengenai teknik mediasi, 

negosiasi, dan prinsip-prinsip restorative justice, sehingga proses penyelesaian 

berjalan lebih profesional. 

6. Memfasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga yang 

netral apabila pelaku benar-benar tidak mampu membayar ganti rugi, agar 

kesepakatan damai tetap dapat tercapai. 

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan 

restorative justice di Polresta Tanjungpinang, sehingga hambatan-hambatan utama 

seperti keterbatasan ekonomi pelaku, alotnya musyawarah, dan kurangnya 

pemahaman masyarakat dapat diatasi dengan lebih efektif. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi restorative 

justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang, 

dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam implementasi restorative 

justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Polresta Tanjungpinang 

sangat sentral, yaitu sebagai fasilitator proses musyawarah antara pelaku, 

korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai 

di luar peradilan pidana formal.  

Penyelesaian secara damai ini paling banyak diterapkan pada kasus 

kecelakaan dengan luka ringan atau kerugian materiil, sedangkan untuk kasus 

korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena 

keluarga korban cenderung memilih jalur hukum formal hingga pengadilan. 

Hambatan utama dalam penerapan restorative justice adalah keterbatasan 

ekonomi pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, alotnya proses 

musyawarah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan 

manfaat restorative justice.  

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polresta Tanjungpinang telah 

melakukan berbagai solusi seperti memperjelas regulasi, meningkatkan 

edukasi masyarakat, pelatihan khusus bagi penyidik, serta memfasilitasi 

bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga. Dengan 

demikian, implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang sudah 

berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan di aspek 
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regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar keadilan dan pemulihan 

hubungan sosial dapat tercapai secara optimal sesuai tujuan restorative 

justice. 

B. Saran 

1. Bagi Kepolisian 

- Diharapkan agar kepolisian terus meningkatkan kapasitas dan 

profesionalisme dalam memfasilitasi proses restorative justice, 

termasuk memberikan pelatihan khusus bagi penyidik tentang 

teknik mediasi, negosiasi, dan pemahaman prinsip-prinsip 

restorative justice. 

- Kepolisian perlu aktif melibatkan tokoh masyarakat, adat, atau 

agama sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara, 

sehingga suasana musyawarah menjadi lebih kondusif dan 

kepercayaan antara para pihak dapat terbangun. 

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan 

- Pemerintah perlu segera menyusun dan mensosialisasikan 

regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait 

penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu 

lintas, termasuk mekanisme pemberian bantuan ganti rugi 

bagi pelaku yang tidak mampu. 

- Perlu dilakukan edukasi secara berkelanjutan kepada 

masyarakat mengenai manfaat dan tujuan restorative 

justice, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa 

penyelesaian damai bukan berarti mengabaikan keadilan, 

melainkan mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab 
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bersama. 

3. Bagi Masyarakat 

- Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan memahami 

konsep restorative justice, serta berpartisipasi aktif dalam 

proses penyelesaian perkara secara damai demi tercapainya 

keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, dan 

masyarakat. 

- Diharapkan masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera 

terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan 

kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial di 

lingkungan masyarakat. 
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